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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmatNya
Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Triwulan I Tahun 2025 Lingkup Balai Perikanan
Budidaya Laut Lombok, dalam tahapan perencanaan sampai ke pelaksaannya agar seluruh resiko dapat
diminimalisir dan target-target serta pelayanan dapat dilaksanakan dengan baik.

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan
secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2025 lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok berisi
tentang penyelenggaraan SPIP, hambatan dalam pelaksanaan, rencana pemecahan masalah dan tindaklanjut
pemecahan masalah yang diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen, karena semua
risiko yang dapat menghambat proses organisasi/unit kerja telah dldentifikasikan dan dianalisis.

Kami sadar bahwa Laporan SPIP ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, saran yang
bersifat membangun sangat diharapkan. Akhirmya atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap
terselenggaranya program dan kegiatan lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok serta tersusunnya
laporan ini, diucapkan terima kasih.
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BAB I
GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN SPIP

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN/2020 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, yang mempunyai tugas : Melaksanakan Uji Terap
Teknik dan Kerjasama, Pengelolaan Produksi, Pengujian Laboratorium, Mutu Pakan Reside, Kesehatan Ikan
dan Lingkungan serta Bimbingan Teknis dan pengelolaan system Informasi di bidang Perikanan Budidaya
Laut.

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang
Penyelenggaraan SPIP di lingkungan KKP, yang menjadikan manajemen resiko sebagaia bagian dalam
penyelenggaraan SPIP, dan juga merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), merupakan salah satu cara yang telah ditempuh oleh pemerintah dalam
merumuskan metoda guna memperbaiki system pengendalian intern agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan
dapat dijalankan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pembangunan budaya pengendalian
internal (internal control culture).

Penyelelnggaraan SPIP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan diintegrasikan pada semua kegiatan
yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai dengan pemanfaatan yang
dilaksankan melalui kegiatan pengendalian rutin, pengendalian berkala dan pengendalian dengan pendekatan
manajemen risiko. Dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP, maka BPBL Lombok telah membentuk
Tim Penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPBL Lombok yang dilaporkan secara
berkala/semesteran ke Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

Mengingat pentingnya tujuan pengendalian tersebut setiap pimpinan dan pegawai di Balai Perikanan
Budidaya Laut Lombok perlu meningkatkan penerapan pengendalian intern dan wajib menyelenggarakan SPIP
secara sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good government dan good governance) dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan, seluruh seluruh pegawai wajib menyelenggarakan SPIP secara tertib, terkendali, serta
efektif dan efisien di lingkungan kerjanya masing-masing.

Pengawasan intern diperlukan untuk memberikan peringatan dini, meningkatkan efektlitas pengelolaan
risiko, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.
Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Balai Perikanan
Budidaya Laut Lombok , diperlukannya system pengendalian yang meliputi 5 (lima) unsur yaitu lingkungan
pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan
pengendalian internal.

Tolok ukur efektlitas penyelenggaraan SPIP di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok adalah
sekurang-kurangnya tidak ada hambatan yang mengganggu pencapaian tujuan organisasi; tidak menghambat
kehandalan pertanggungjawaban keuangan satuan kerja; tidak menghambat pengelolaan asset termasuk
pemanfaatannya di satuan kerja; tidak menghambat jalannya dan pencapaian tujuan program, kegiatan, dan
output; tidak menghambat terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien; serta tidak menghambat
pemenuhan hak dan kewajiban pegawai.

1.2. Dasar Hukum

a. Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran
Negara Tahun 1974 Nomor 55, TambahanLembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4206);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433)
sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentangPengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

PeraturanPemerintah No. 39 Tahun 2008, tentang Kementerian Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 166, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun2012,
Peraturan Presiden Nomor 172 tahun 2014; serta Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan
Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden
Nomor 79/P Tahun 2015;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Kelautan dan
Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.28/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2016 tentang  Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) LingkupKemeterian Kelautan dan Perikanan;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya;



v. Keputusan Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Nomor B.0056/BPBL-L/OT.210/1/2025 Tim
Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Tahun
2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan SPIP untuk memberikan pedoman bagi seluruh pimpinan dan pegawai dalam

menyelenggarakan SPIP di lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok .

Tujuan penyelenggaraan SPI Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok , antara lain:

a. Mewujudkan budaya pengendalian intern (internal control culture) yang handal agar tercapai keyakinan yang
memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif; keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan
Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok ;

b. Memberikan informasi pelaksanaan penyelenggaraan SPI lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
, yang meliputi: a) Pengendlian Rutin; b) Pengendalian Berkala; dan c) Pengendalian dengan Pendekatan
Manajemen Risiko;

c. Mengidentifikasi hambatan yang ada dalam penyelenggaraan SPIP;

d. Memberikan rencana pemecahan masalah; dan

e. Memberikan informasi hasil tindak lanjut pemecahan masalah.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari laporan penyelenggaraan SPIP Triwulan | Tahun 2025 adalah mencakup laporan
penyelenggaraan SPIP selama Triwulan | Tahun 2025 lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sebagai
pendukung penyusunan laporan tingkat Eselon 1.

1.5. Sistematika Penyajian Laporan

Agar laporan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, maka laporan ini akan disajikan
dengan sistematika sebagai berikut:

BAB | GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN SPIP

Bab ini menyajikan mengenai latar belakang penyusunan laporan SPIP. Bab ini juga menjelaskan mengenai
dasar hukum penyusunan laporan. Selanjutnya di bab ini dijelaskan juga maksud dan tujuan laporan. Ruang
lingkup laporan juga dijelaskan untuk menggambarkan meliputi apa saja laporan SPIP yang disusun. Pada
bagian akhir bab ini disajikan mengenai sistematika penyajian laporan.

BAB | STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP

Bab ini menjelaskan secara umum mengenai StrukturOrganisasi, Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis
Organisasi, Fungsi dan Arah Kebijakan Organisasi, Penyelenggaraan SPIP, Fokus Pelaksanaan SPIP,
Pembentukan Tim Penyelenggaraan SPIP, serta Kondisi Pelaksanaan SPIP hingga saat ini.

BAB Il ANALISA PENYELENGGARAAN SPIP

Bab ini menyajikan tahapan penyelenggaraan SPIP dari mulai peningkatan pemahaman melalui pembinaan dan
Fokus Grup Diskusi (FGD), Pelaksanaan SPIP terdiri dari pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan
pengendalian dengan pendekatan manajemen resiko. Pada bagian akhir bab ini menyajikan hambatan, rencana
pemecahan masalah, dan tindak lanjut pemecahan masalah.



BAB | KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyimpulkan hasil penyelenggaraan SPIP yang telah dilakukan. Selanjutnya atas kekurangan dan
kelemahan yang ditemui diberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksaaan SPIP lingkup Balai
Perikanan Budidaya Laut Lombok di masa yang akan datang.



BAB |
STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP

2.1. Struktur Organisasi, Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Balai Perikanan Budidaya Laut
Lombok
2.1.1. Struktur Organisasi

Sesuai Surat Perintah Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor : B.1/DJPB/KP.440/1/2025 tentang
Surat Perintah sebagai Pelaksana Tugas Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, sehingga struktur
organisasi berubah sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1.

Wawan Cahyono

Nadia Fathannisa

Analis Pengelolan Keuangan
Pranata Keuangan APBN

Analis Akuakultur

Perekayasa

Teknisi Litkayasa

Pengawas Perikanan

Pengendali Hama dan Penyakkit
Ikan

Gambar 1. Struktur Organisasi BPBL Lombok



2.1.2. Visi dan Misi

Dalam rangka mendukung terwujudnya pembangunan perikanan dan kelautan yang lebih terarah,
terukur, konsisten, dan akuntabel di bidang penyakit ikan dan lingkungannya, diperlukan visi dan misi yang
dapat menggambarkan harapan dan kenyataan yang akan diperoleh melalui kebijakan dan program, serta
kegiatannya. Selaras dengan visi DJPB 2020 — 2025 yaitu “Terwujudnya masyarakat perikanan budidaya
yang sejahtera dan sumberdaya perikanan budidaya yang berkelanjutan” untuk mewujudkan
“Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong.”,

Guna mewujudkan visi diatas, maka Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok menetapkan misinya sebagai
berikut :

1. Meningkatkan kompetensi sumberdaya ASN yang profesional,

2. Penerapan tata kelola pemerintah yang baik;

3. Melakukan perbaikan terus menerus.

Dengan misi : mewujudkan BPBL Lombok menjadi Pusat Pelayanan Prima Perikanan Budidaya Laut yang
Berkelanjutan dan Profesional, serta Motto : Melayani dengan HATI : Harmonis, Amanah, Transparan dan
Inovatif.

2.1.3. Tujuan

Dalam merealisasikan  tujuan  pembangunan sektor perikanan  sebagai ujung tombak
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya di kawasan binaan, maka BPBL Lombok dengan mengacu pada Visi
dan Misi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya 2020 - 2025, maka tujuan pembangunan perikanan
budidaya pada BPBL Lombok adalah :

1)  Meningkatnya kontribusi ekonomi sub-sektor perikanan budidaya air tawar/payau/laut terhadap
perekonomian sektor perikanan budidaya nasional.
a. Optimalnya pengelolaan kawasan perikanan budidaya secara berkelanjutan.
b. Meningkatnya produksi perikanan budidaya secara berkelanjutan

2) Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di BPBL Lombok yakni meningkatkan
kinerja Reformasi Birokrasi di BPBL Lombok sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat
Jenderal Perikanan Budidaya

Untuk mengawal program peningkatan produksi perikanan budidaya, Balai Perikanan Budidaya Laut
Lombok melakukan pembinaan kelompok untuk menerapkan teknologi anjuran bidang kesehatan ikan dan
lingkungan serta penerapan atau penggunaan obat ikan dengan cara yang baik dan aman bagi konsumen. BPBL
Lombok melakukan pembinaan bidang kesehatan ikan dan lingkungan baik kepada pembudidaya ikan,
pengelola laboratorium, tenaga teknis pendamping/penyuluh lapangan pada khususnya, umumnya kepada
masyarakat seperti mahasiswa/siswa, pelaku usaha baik dengan cara percontohan lapangan atau diseminasi
maupun magang. Mewujudkan laboratorium acuan yang handal yang memenuhi standar ISO/IEC 17025:2017,
dengan demikian hasil uji bisa diakui secara internasional.

Melakukan penataan birokrasi meliputi organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan,
sumberdaya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, serta mindset dan culture-set
aparatur.



2.1.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya merupakan kondisi yang dlnginkan
dapat dicapai oleh Balai Perikanan
beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) BPBL Lombok tahun 2025 adalah

sebagai berikut :

Budidaya Laut Lombok sebagai suatu

outcome/impact dari

SK1 . Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya lkan Air Tawar

SK 2 . Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut

SK 3 . Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut

SK 4 : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang baik Lingkup BPBL Lombok

Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya, yaitu Meningkatnya
Produksi Usaha Perikanan Budidaya yang Berkelanjutan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok menetapkan
sasaran strategis, indikator kinerja dan target Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 1. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN

1. | Terkelolanya Sistem Perikanan
Budi Daya Ikan Air Tawar

2. | Terkelolanya Sistem
Perikanan Budi Daya lkan
Air Laut

Terkelolanya Sistem
3 | Perikanan Budi Daya
Rumput Laut

4 | Terwujudnya Layanan
Dukungan Manajemen yang
Baik Lingkup Balai
Perikanan Budidaya Laut
Lombok

10

11

INDIKATOR KINERJA

Sarana Budi Daya lkan Air Tawar yang
disalurkan ke masyarakat Satker BPBL
Lombok (unit)

Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke
masyarakat Satker BPBL Lombok (ekor)

Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air
Laut untuk operasional UPT BPBL
Lombok (ekor)
Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang
Perikanan Budi Daya Satker BPBL
Lombok (Orang)

Sampel penyakit ikan air laut yang diuji
dalam rangka pelayanan laboratorium
kesehatan ikan dan lingkungan Satker
BPBL Lombok (Sampel)

Sampel monitoring penyakit ikan dan
AMR yang diuji Satker BPBL Lombok
(Sampel)

Sarana budi daya rumput laut yang
disalurkan ke masyarakat Satker BPBL
Lombok (Unit)

Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang
disalurkan ke masyarakat Satker BPBL
Lombok (kg)

Nilai PM SAKIP Satker BPBL Lombok
(nilai)

Indeks Profesionalitas ASN Satker BPBL
Lombok (indeks)

Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk
pembangunan unit kerja berpredikat
menuju wilayah bebas korupsi Satker

TARGET
12

269.531

948

300

374

16

26

7129

85

81

76



BPBL Lombok (nilai)

12| Persentase penyelesaian temuan BPK 100
lingkup BPBL Lombok (persen)

13| Persentase Rekomendasi Hasil 85
Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk
Perbaikan Kinerja Satker BPBL Lombok
(persen)

14| Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 92
Satker BPBL Lombok (Nilai)

15| Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 71,5
Satker BPBL Lombok (Nilai)

16| Indeksi Pengelolaan SDM Satker BPBL 3
Lombok (Indeks)

17| Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik =280
Satker BPBL Lombok (Nilai)

18| Persentase Layanan Perkantoran Satker 80
BPBL Lombok

19 Nilai pengawasan kearsipan internal 70
Satker BPBL Lombok (Nilai)

20 Persentase Penyelesaian SOP Satker 65
BPBL Lombok (persen)

2.2. Fungsi dan Arah Kebijakan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.67/MEN/2020 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok mempunyai tugas melaksanakan uji terap Teknik dan kerja sama,
pengelolaan produksi, pengujian laboratorium, mutu pakan, residu, kesehatan ikan dan lingkungan, bimbingan
teknis dan pengelolaan system informasi dibidang perikanan budidaya laut. yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut,
Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pelaporan dibidang perikanan
budidaya laut;
Pelaksanaan uji terap teknik perikanan budidaya laut;
Pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi perikanan budidaya laut;
Pelaksanaan sertifikasi system perikanan budidaya laut;
Pelaksanaan kerja sama teknis perikanan budidaya laut;
Pengelolaan dan pelayanan system informasi, dan publikasi perikanan budidaya laut;
Pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budidaya laut;
Pengelolaan produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi perikanan budidaya laut;
Pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budidaya laut;
Pelaksanaan urusan ketatausahaan.
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2.3. PENYELENGGARAAN SPIP BPBL LOMBOK

Desain Penyelenggaraan SPIP disesuaikan dengan karakteristik, fungsi, sifat, tujuan dan
kompleksitas serta perencanaan anggaran, dimaksudkan untuk mendekatkan konsep pengendalian intern
terhadap kegiatan BPBL Lombok. Untuk kemudahan dan kelancaran penyelenggaraan SPIP dilakukan
pengintegrasian  antar unsur SPIP dan pengaturan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam
mengembangkan masing-masing unsur sebagai bentuk konkrit penyelenggaraan SPIP.



Penyelenggaraan SPIP di lingkungan BPBL Lombok dimulai dari pemahaman terhadap peran
strategis organisasi. Dengan mengacu kepada tugas, fungsi dan peran BPBL Lombok dan definisi SPIP
dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2016, maka penyelenggaraan SPIP
pada BPBL Lombok merupakan suatu proses yang integral atas tindakan manajerial dan kegiatan
operasional yang dilakukan secara terus menerus oleh seluruh pejabat struktural dan pegawai, untuk
memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan BPBL Lombok melalui :

Kegiatan yang efektif dan efisien.

Keandalan pelaporan keuangan.

Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Pengamanan aset di lingkungan BPBL Lombok.
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Penerapan lima unsur SPIP dilaksanakan menyatu serta menjadi bagian integral dari akuntabilitas
seluruh kegiatan BPBL Lombok, yang meliputi:

2.3.1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment)

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang diciptakan dalam suatu unit kerja sehingga akan
mempengaruhi efektifitas kinerja unit kerja. Oleh sebab itu sebagaimana termasuk pada Permen KP nomor
10 tahun 2016, setiap pimpinan unit kerja dilingkungan kementerian harus menciptakan dan memelihara
lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPI di
lingkungan kerjanya melalui
Kodeetik.

Sertifikasi SDM (Panitia PBJ, Bendahara)

SK Tim Penyelenggara SPIP

SK Kepala BPBL Lombok tentang tugas masing-masing pegawai.
Rencana diklat tahunan.
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2.3.2. Penilaian Risiko (Risk Assessment)

Penilaian risiko dimaksudkan agar setiap satker dapat mengelola setiap risiko dalam pelaksanaan
kegiatan di unit kerjanya yang dapat mengancam visi, misi, tujuan, dan sasaran. Penilaian risiko
dilaksanakan melalui :

a. Atas Kebijakan :
Efisiensi anggaran.
Kegiatan baru pada Eselon I.
- Kegiatan melibatkan instansi lain.
b. Atas Kegiatan :
- Dua kegiatan dengan anggaran terbesar
- Pengadaan barang dan jasa yang beresiko tidak selesai sampai akhir tahun
anggaran/perencanaan sampai dengan pelaksanaan dalam satu tahun anggaran.

2.3.3. Kegiatan Pengendalian (Control Actlities)

Untuk mengatasi risiko dan kepatuhan terhadap arahan pimpinan yang sudah ditetapkan,
pimpinan unit kerja wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas,
dan sifat dari tugas dan fungsi unit kerja yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian yang dilakukan dapat
bersifat:

a.  Rutin

Aspek organisasi, perencanaan, pengelolaan keuangan, akutansi dan pelaporan, kerugian negara,
kepegawaian, serta Kinerja.
b. Berkala
Sistem pengendalian intern SDM, SPI Penyusunan Anggaran, SPI Pengadaan Barang/ Jasa,
SPI Barang Milik Negara, SP1 Kerugian Negara, SPI Pelaksanaan Anggaran.

c. Berbasis Manajemen Risiko (MR)
Sistem pengendalian intern atas kebijakan dan kegiatan.



2.3.4. Informasi dan komunikasi (Information dan Communication)
Informasi dan komunikasi SPI bagi pihak internal dan eksternal dapat terdiri dari :
a. Notulen rapat, memo, surat edaran (internal).
b. Pamflet, poster, spanduk, website (eksternal).

2.3.5. Pemantauan Pengendalian Intern (Monitoring)
Pemantauan rutin, berkala, dan berbasis manajemen risiko, dilakukan pada seluruh kegiatan di
BPBL Lombok.

Penerapan unsur-unsur tersebut dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dalam
penyelenggaraan kegiatan dan fungsi organisasi serta tergambar dalam pedoman dan Standar Operational
Procedur (SOP) yang telah ditetapkan dalam mengatur penyelenggaraan kegiatan dan fungsi organisasi.
Dalam pelaksanaan SPI di lingkup BPBL Lombok melalui beberapa tahapan :

a. Pemahaman

- Pembinaan
- Rapat Intern
b. Pelaksanaan
- Internalisasi
- Pendokumentasian

c. Pelaporan

d. Pengembangan berkelanjutan

e. Evaluasi.

Tolok ukur efektlitas penyelenggaraan SPIP sebagaimana sekurang-kurangnya tidak ditemukan
hambatan, seperti :

a.Yang mengganggu pencapaian tujuan satuan kerja.

b. Yang mempengaruhi kehandalan pertanggungjawaban keuangan satuan kerja .

c. Dalam pengelolaan aset termasuk pemanfaatannya di satuan kerja.

d. Dalam menjalankan dan pencapaian tujuan program, kegiatan, dan output dengan tetap taat

terhadap hukum dan peraturan.
e. Dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien.
f. Dalam pemenuhan hak dan kewajiban pegawai.

2.4. Pembentukan Tim Penyelenggaraan SPIP dan MR BPBL Lombok

Tim penyelenggaran SPIP BPBL Lombok dibentuk sesuai dengan Keputusan Kepala BPBL Lombok
Nomor : B.240/BPBL-L/OT.210/11/2025 tanggal 5 Februari 2025 tentang Tim Satgas Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) Tahun Anggaran 2025 BPBL Lombok.
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Tim Satgas SPIP pada Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

No Nama Jabatan Kedudukan dalam
Tim

1 Wawan Cahyono Ashuri, S.Pi., M.Pi Plt. Kepala BPBL Lombok Pengarah
2 Junaidi, S.H Analis Akuakultur Ahli Muda Ketua Tim
3 Zaenah APK APBN Ahli Muda Sekretaris
4 Wigati Suryaningtyas, S.Pi Pengelola Barang Milik Negara Anggota
5 Woro Kusumaningtyas, S.Pi Analis Perikanan Budidaya Anggota
6 Ir. Sunarty Pengawas Perikanan Madya Anggota
7 Luluk Widiyanti,S.Pi., M.P Pengelola Kesehatan Ikan Madya Anggota
8 Muhammad Hidayat, S.St.Pi Pengawas Perikanan Muda Anggota
9 Joko Santosa, S.KH Pengelola Kesehatan Ikan Muda Anggota
10 Avif Supriyanto, S.Tr.Pi Analis Akuakultur Ahli Pertama Anggota
11 Nurhasanah, S Teknisis Akuakultur Penyelia Anggota
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2.4.1. Pengelolaan Keuangan dan Aset Satker Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut
Lombok

Dalam rangka pencapaian program yang telah direncanakan, perlu didukung dengan
kelancaran proses pengelolaan anggaran. Namun demikian azas efesiensi serta efektlitas penggunaan
anggaran menjadi hal yang sangat penting. Begitu juga dengan output dari pelaksanaan penyerapan
anggaran yang berupa aset satker harus dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan peraturan yang
beralaku. Untuk itu Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok terus meningkatkan kompetensi
sumberdaya manusia agar pelaksanaan pengelolaan anggaran serta barang milik Negara (BMN) dapat
terlaksana secara akuntabel, serta tertib dalam penyampaian laporan pertanggungjawabannya.

2.5. Penyelenggaraan SPIP di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Desain Penyelenggaraan SPIP disesuaikan dengan karakteristik, fungsi, sifat, tujuan dan
kompleksitas serta perencanaan anggaran, dimaksudkan untuk mendekatkan konsep pengendalian
intern terhadap kegiatan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok .

Untuk kemudahan dan kelancaran penyelenggaraan SPIP dilakukan pengintegrasian antar
unsur SPIP dan pengaturan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam mengembangkan masing-
masing unsur sebagai bentuk konkrit penyelenggaraan SPIP. Penyelenggaraan SPIP dilingkungan
Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dimulai dari pemahaman terhadap peran strategis organisasi.
Penyelenggaraan SPIP lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok merupakan suatu proses
yang integral atas tindakan manajerial dan kegiatan operasional yang dilakukan secara terus menerus
oleh seluruh pejabat struktural dan pegawai, untuk memberikan keyakinan yang memadai atas
tercapainya tujuan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok melalui:

Kegiatan yang efektif dan efisien;

Kehandalan pelaporan keuangan;

Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

Pengamanan aset di lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok .
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Penerapan lima unsur SPIP dilaksanakan menyatu serta menjadi bagian integral dari
akuntabilitas seluruh kegiatan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok , yang meliputi:

2.5.1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment)

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang diciptakan dalam suatu unit kerja sehingga
akan mempengaruhi efektifitas kinerja unit kerja. Oleh sebab itu sebagaimana termasuk pada Permen
KP nomor 10 tahun 2016, setiap pimpinan unit kerja dilingkungan kementerian harus menciptakan
dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilak upositif dan kondusif untuk
penerapan SPI dilingkungan kerjanya melalui:

Kode etik;

Sertifikasi SDM (Panitia PBJ, Bendahara);

SK Tim Penyelenggara SPIP;

SK Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok tentang job desk;
Rencana diklat tahunan.

P00 o
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2.5.2. Penilaian Risiko (RiskAssessment)

Penilaian risiko dimaksudkan agar setiap satker dapat mengelola setiap risiko dalam
pelaksanaan kegiatan di unit kerjanya yang dapat mengancam visi, misi, tujuan, dan sasaran. Penilaian
risiko dilaksanaka nmelalui:

a. Atas Kebijakan:
1) Efisiensi anggaran.
2) Kegiatan baru padaEselon 1.
3) Kegiatan melibatkan instansi lain.
b. Atas Kegiatan:
1) Dua kegiatan dengan anggaran terbesar.
2) Pengadaan barang dan jasa yang berisiko tidak selesai hingga akhir tahun anggaran/
perencanaan sampai denganpelaksanaan dalam satu tahun anggaran.

2.5.3. Kegiatan Pengendalian (ControlActlities)

Untuk mengatasi risiko dan memastikan adanya kepatuhan terhadap arahan pimpinan yang
sudah ditetapkan, pimpinan unit kerja wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan
ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi unit kerja yang bersangkutan.

a. Rutin
Aspek organisasi, perencanaan, pengelolaan keuangan, akutansi dan pelaporan, kerugian negara,
kepegawaian, serta kinerja.

b. Berkala
Sistem pengendalian intern SDM, SPI Penyusunan Anggaran, SPI Pengadaan Barang/Jasa, SPI
Barang Milik Negara, SPI Kerugian Negara, SPI Pelaksanaan Anggaran.

c. Berbasis Manajemen Risiko
Sistem pengendalian intern atas kebijakan dan kegiatan.

2.5.4. Informasi dan komunikasi (Information dan Communication)

Unsur SPIP terkait Informasi dan komunikasi SPI bagi pihak internal dan eksternal
dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung berupa:
a. Notulen rapat, memo, surat edaran (internal); dan
b. Pamflet, poster, spanduk, website (eksternal).

2.5.5. Pemantauan Pengendalian Intern (Monitoring)

Unsur SPIP terkait Pemantauan Pengendalian Intern meliputi pemantauan rutin, berkala, dan
berbasis manajemen risiko. Penerapan unsur-unsur tersebut dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian
integral dalam penyelenggaraan kegiatan dan fungsi organisasi serta tergambar dalam pedoman dan
Standar Operational Procedur (SOP) yang telah ditetapkan dalam mengatur penyelenggaraan
kegiatan dan fungsi organisasi. Pelaksanaan SPI di lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
dilakukan melalui beberapa tahapan:

a. Pemahaman
1) Pembinaan; dan
2) Fokus grup diskusi (FGD).
b. Pelaksanaan
1) Internalisasi;
2) Pendokumentasian.
. Pelaporan.
. Pengembangan berkelanjutan.
e. Evaluasi.

oo
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Tolok ukur efektlitas penyelenggaraan SPIP sekurang-kurangnya tidak ditemukan hambatan,
seperti:
a. yang mengganggu pencapaian tujuan satuan Kkerja;
b. yang mempengaruhi kehandalan pertanggungjawaban keuangan satuan kerja;
c. dalam pengelolaan aset termasuk pemanfaatannya di satuan kerja;
d. dalam menjalankan dan pencapaian tujuan program, kegiatan, dan output dengan tetap taat
terhadap hukum dan peraturan;
e. dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien; dan
dalam pemenuhan hak dan kewajiban pegawai.

=h

Pencapaian tolok ukur sekurang-kurangnya dapat diukur dari Laporan Hasil Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun laporan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) dan dari instansi lainnya.

2.6. Fokus Pelaksanaan SPIP Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Dalam rangka mendukung pencapaian IKU Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk
mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka pelaksanaan SPIP Balai Perikanan
Budidaya Laut Lombok sejalan searah dengan pelaksanaan SPI lingkup KKP, yaitu masih berfokus
pada pengelolaan keuangan, pengamanan aset, dan pengadaan barang dan jasa.

2.7. Pembentukan Tim Penyelenggara SPIP Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Tim Penyelenggara SPIP Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dibentuk sesuai dengan

Surat Tugas Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Nomor B.240/BPBL-L/OT.210/11/2025

Tanggal 5 Februari 2025 tentang Pembentukan Tim SATGAS Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

( SPIP ) Tahun 2025. Secara umum tugas Tim Penyelenggara SPIP Balai Perikanan Budidaya Laut

Lombok adalah sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan SPIP di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok ;

b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut
Lombok ;

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko;

d. Membantu Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok melakukan analisa untuk
menetapkan rencana aktlitas/kegiatan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan
manajemen resiko, dan selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Balai Perikanan Budidaya
Laut Lombok untuk dilakukan tindakan pengendalian;

e. Melakukan inventarisasi terhadap resiko di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok yang
memerlukan pengendalian pada tingkat kebijakan dan selanjutnya berkoordinasi dengan Kepala
Satuan Kerja dan Satuan Tugas (Satgas) SPIP unit DJPB untuk mendistribusikan kepada para
pimpinan di tingkat kebijakan;

f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP di Balai Perikanan
Budidaya Laut Lombok setiap triwulan dan/atau semester;

2.8. Kondisi Pelaksanaan SPIP Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Secara umum pelaksanaan SPIP Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok Triwulan I Tahun
2025 dan pada tahun-tahun sebelumnya masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Masih terdapat
beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, diantaranya
adalah:
- Belum dijalankannya SPIP secara nyata dalam setiap pelaksanaan kegiatan, sering kali masih

fokus pada penyampaian laporan;

- Pemahaman dan keseriusan yang belum optimal terhadap pengendalian internal;
- Belum sepenuhnya perencanaan kegiatan dilengkapi dengan penilaian resiko;
- Kegiatan monitoring belum berjalan maksimal.
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BAB II
ANALISA PENYELENGGARAAN SPIP

Tahapan penyelenggaraan SPIP di lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok meliputi
beberapa tahapan sebagai berikut:

3.4, Pemahaman
3.4.1. Rapat Intern

Dalam rangka peningkatan pemahaman SPIP sampai dengan Triwulan | Tahun 2025, Balai
Perikanan Budidaya Laut Lombok telah melaksanakan beberapa kegiatan Rapat Intern yang
melibatkan seluruh pegawai antara lain:

a. Pelaksanaan anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok tahun 2025 berdasarkan DIPA
TA 2025 berbasis manajemen risiko pada awal Tahun Januari 2025 di Aula Balai Perikanan
Budidaya Laut Lombok .

b. Koordinasi pengidentifikasian risiko pada kegiatan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok TA
2025 awal Tahun 2025 di Aula Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok .

c. Sosialisasi pemahaman SPIP, dengan menyampaikan materi oleh Plt.Kepala Balai Perikanan
Budidaya Laut Lombok dengan penekanan Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Balai
Perikanan Budidaya Laut Lombok dimulai dari pemahaman terhadap peran strategis
organisasi  disampaikan pada rapat bulanan lakukan bulan Februari 2025 di Aula Balai
Perikanan Budidaya Laut Lombok .

d. Sosialisasi Kode Etik Pegawai dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025,
bersamaan dengan rapat mingguan.

e. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang PNBP dan tata cara
pelaksanaannya di lingkup BPBL Lombok dengan mengundang stakeholder (pembudidaya ikan
dan produsen obat ikan serta masyrakat dan LSM)

f.  Koordinasi pelaksanaan dan Percepatan PBJ di Triwulan | Tahun 2025
Koordinasi penyusunan laporan SPIP Triwulan | Tahun 2025

3.5. Pelaksanaan
3.5.1. Pengendalian Rutin

Pengendalian Rutin adalah pengendalian secara simultan terhadap proses bisnis kegiatan/
aktlitas sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku dan dilakukan setiap hari sebagai upaya untuk
mencegah terjadinya penyimpangan. pengendalian rutin dilaksanakan terhadap 8 kegiatan yaitu: 1)
Organisasi, 2) Perencanaan, 3) Pelaksanaan Anggaran, 4) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),
5) Akuntansi dan Pelaporan, 6) Kerugian Negara, 7) Kepegawaian, dan 8) Kinerja.

Pengendalian rutin telah dilakukan di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dengan tujuan
menciptakan pengendalian intern dalam rangka menciptakan pengendalian intern yang handal agar
tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien
dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan di lingkungan KKP, melalui pelaksanaan kegiatan pengendalian rutin (tabel
pengendalian rutin terlampir).
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3.5.2. Pengendalian Berkala

Hasil pengendalian berkala dari Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sampai
dengan Triwulan | Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

3.5.2.1. SPI Sumberdaya Manusia

Secara umum tingkat pendidikan bagi Pengelola Keuangan lingkup Balai Perikanan Budidaya
Laut Lombok telah sesuai dengan kreteria yang ditetapkan.

Tingkat pendidikan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dinilai sangat memadai, karena
memiliki tingkat pendidikan pascasarjana dan telah memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa.

Begitu juga dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tingkat pendidikan sangat memadai
yaitu S1ldan memiliki sertifkat pengadaan barang dan jasa, akan tetapi belum memiliki sertifikat PPK.

Tingkat pendidikan untuk Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
memiliki tingkat pendidikan lulusan SMA, tetapi belum memiliki sertifikat PPSPM. Hal ini
menunjukkan bahwa Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok belum memiliki kualifikasi pendidikan
yang cukup memadai menjadi pejabat PPSPM. Dengan demikian, diharapkan tidak akan menjadi
kendala dalam pelaksanaan kegiatan, tetapi tetap diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan dalam
pelaksanaan kegiatan.

Sedangkan tingkat pendidikan Bendahara Pengeluaran lulusan S1 dan telah memiliki
sertifikat bendahara. Hal ini menunjukkan bahwa personil dengan kualifikasi pendidikan tersebut
sangat memadai sebagai Bendahara Pengeluaran, sehingga diharapkan tidak akan menjadi kendala
dalam pelaksanaan kegiatan, tetapi tetap diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan dalam
pelaksanaan kegiatan. Begitu juga dengan jabatan Bendahara Penerimaan dinilai cukup memadai
dengan dipangku oleh pegawai dengan lulusan SMA.

3.5.2.2. SPI Anggaran
Kegiatan di masing-masing dlisi sesuai dengan bagan akun standar (BAS). Sehubungan
dengan kebijakan efisiensi anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok pada akhir Triwulan |

pagu awal Rp.18.397.276.000,- Yang terealisasi sampai dengan bulan Maret 2025 sebesar
Rp.3.049.669.416,- atau 16,6%.
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3.5.2.3. SPI Barang dan Jasa

Sampai dengan Triwulan | Tahun 2025, Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok telah
menginput kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa kedalam system informasi
rencana umum pengadaan barang/jasa pemerintah  (SIRUP), dengan alamat laman
www.sirup.lkpp.go.id.

3.5.2.4. SPI Barang Milik Negara

Pengelolaan aset negara yang baik dengan mengedepankan tata kelola yang baik (good
governance) sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan
negara dari masyarakat/stakeholder.

Pelaporan aset negara merupakan bagian dari penatausahaan aset negara yang wajib
ditegakkan oleh setiap penyelenggara pemerintahan. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara mengatur setiap kepala pemerintah pusat dan daerah mempertanggungjawabkan
pelaksanaan APBN/ APBD, di mana salah satunya adalah menyusun laporan keuangan pemerintah
pusat/ daerah.

Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/
Daerah juga mengatur setiap pengelola barang harus menyusun laporan barang milik negara/ daerah
yang digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah pusat/daerah. Peraturan-peraturan
ini masih diikuti ketentuan lain yang pada intinya mewajibkan kepada seluruh penyelenggara
pemerintahan untuk melalukan pelaporan aset negara secara transparan dan akuntabel.

Untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa pelaporan aset negara telah dilakukan
dengan baik, perlu dibangun sebuah sistem pengendalian intern barang/ milik Negara (SP1 BMN). SPI
atas pelaporan aset negara/ barang milik negara dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat
dijadikan dasar bagi auditor eksternal (BPK-RI) dalam pemberian catatan yang tidak diharapkan pada
hasil auditnya. Yang utama, dengan adanya SPI BMN yang andal, aset negara dapat terjaga keamanan
dan keberadaannya.

Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok telah berupaya melakukan langkah-langkah
pengamanan, pengawasan, dan pengendalian aset negara/ barang milik negara. Langkah-langkah
tersebut meliputi inventarisasi secara berkala terhadap aset BMN, proses penetapatan status
penggunaan, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk rencana kebutuhan pemeliharaan
dan pengadaan BMN.

3.5.2.5. SPI Kerugian Negara

Pada Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok tidak ada kerugian negara baik yang
ditimbulkan oleh bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, maupun pejabat lain sampai dengan
Triwulan | Tahun 2025.

3.5.2.6. SPI Penyerapan Anggaran

Dalam reformasi di bidang keuangan negara, perubahan yang signifikan adalah perubahan di
bidang akuntansi pemerintahan. Perubahan di bidang akuntansi pemerintahan ini sangat penting
karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak
untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Oleh karena begitu eratnya keterkaitan antara
keuangan pemerintahan dan akuntansi pemerintahan, maka sistem dan proses yang lama dalam
akuntansi pemerintahan banyak menimbulkan berbagai kendala sehingga belum sepenuhnya
mendukung terwujudnya goodgovernance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sampai dengan
Triwulan | realisasi penyerapan anggaran mencapai 16,6%.

Target dan realisasi keuangan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sampai dengan
Triwulan | Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

17


http://www.sirup.lkpp.go.id/

Tabel 2. Realisasi Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok berdasarkan output sampai
dengan Triwulan | Tahun 2025

KETERANGAN PAGU REALISASI SISA %
HB Program
Pengelolaan Perikanan 6.841.370.000 346.683.331 | 6.494.686.669 5,07
dan Kelautan
7021. Pengelolaan 1.929.030.000 20.593.180 | 1.908.436.820 1,07
Budidaya Rumput Laut
7023. Pengelolaan
Budiiaya fean Al Lagt | 2332340000 | 311816980 | 2020523020 13,4
7024. Pengelolaan 2.580.000.000 14273171 | 2.565.726.829 0,6
Budidaya lkan Air
Tawar
U IR 11.555.906.000 | 2.702.986.085 | 8.852.919.915 23.4

Dukungan Manajemen

2348. Dukungan
Manajemen Internal 11.555.906.000 | 2.702.986.085 | 8.852.919.915 234
Lingkup Ditjen

Perikanan Budidaya

JUMLAH TOTAL 18.397.276,000 | 3.049.669.416 | 15.347.606.684 16,6

Strategi dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan yang dilakukan di lingkup Balai
Perikanan Budidaya Laut Lombok adalah dengan melakukan pengawasan setiap waktu dan sewaktu
waktu (berkala melalui rapat internal dengan pengelola keuangan). Komunikasi dilakukan seluruh
pengelolan keuangan untuk memastikan pelaksanaan sesuai aturan dan tepat waktu. Namun dalam
pelaksanaannya kendala terkait penyesuaian sistem pengadaan barang dan jasa ataupun beban kerja
pegawai untuk melaksanakan tugas-tugas pokok yang terus meningkat yang juga mempengaruhi
pergerakan orang dan barang yang berdampak pada arus informasi yang dibutuhkan sehingga target
waktu tercapai. Realisasi serapan anggaran sampai dengan TW | sudah cukup maksimal yaitu 16,6%
atau Realisasi sebesar Rp.3.049.669.416,- dari Pagu Rp. 18.397.276.000,-.

3.5.3. Pengendalian Berbasis Manajemen Risiko

Risiko dapat terjadi pada setiap kegiatan dan tahapan kegiatan yang dilakukan, mulai dari
tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, hingga tahap tindak lanjut hasil
evaluasi dan pelaporan. Risiko yang tidak dapat terdeteksi secara dini atau tidak dapat dikelola dengan
baik akan mengakibatkan tujuan yang telah ditetapkan tidak dapat tercapai atau pencapaiannya tidak
optimal. Penanganan risiko terhadap kegiatan-kegiatan strategis yang dilakukan di Balai Perikanan
Budidaya Laut Lombok merupakan faktor yang sangat penting dalam menjamin pencapaian tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan.

Manajemen pengelolaan risiko adalah cara bagaimana menangani semua risiko, baik dari
dalam maupun luar organisasi yang dapat mengancam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran suatu
organisasi, untuk itu diperlukan suatu penilaian risiko terhadap seluruh kegiatan yang dilaksanakan di
lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok . Penilaian risiko dilaksanakan melalui 2 tahapan,
yaitu: 1) identifikasi risiko dan 2) penyusunan daftar risiko.

Pengendalian berbasis manajemen risiko Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sampai
dengan Triwulan | Tahun 2025 disampaikan pada bagian lampiran laporan ini.
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3.5.4. Masalah, Rencana Pemecahan Masalah, dan Tindak Lanjut Pemecahan Masalah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses integral pada tindakan dan
kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Tindakan ini untuk
memberi keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi yang optimal. Kondisi di
lapangan, pegawai memahami SPIP ini menjadi suatu sistem yang sulit. Padahal setiap pekerjaan
telah memiliki aturan dan konsekuensi masing-masing dan target-target yang telah ditentukan oleh
organisasi. Pemenuhan target kinerja pada hakekatnya dicapai dengan menggunakan anggaran negara.
Temuan-temuan ketidaksesuaian atau bahkan kerugian negara bermula dari pegawai tidak memahami
tugas dan fungsi jabatannya serta tidak memperhitungkan risiko dan strategi penanganannya atau
sengaja melakukan perbuatan pelanggaran disiplin. Sebagai contoh membangun gedung kantor
dimulai dengan analisis kebutuhan untuk apa membangun gedung, bagaimana proses perencanaannya,
kapan proses tendernya dilaksanakan supaya tidak terjadi keterlambatan dan tidak dapat dibayarkan di
tahun berjalan dan banyak lagi risiko yang perlu diantisipasi melalui pengawasan internal oleh
pimpinan dan pegawai yang terlibat. Contoh kecil lainya opersional kendaraan dinas membutuhkan
BBM dan perawatan apakah betul membeli BBM untuk keperluan operasional atau keperluan lain di
luar kantor. Penyimpangan-penyimpangan ini perlu diantisipasi dengan memahami aturan-aturan.
Semua kegiatan-kegiatan perlu di kendalikan dan diawasi dengan rambu-rambu SPIP. Artinya SPIP
merupakan sistem yang akan mengawal penggunaan anggaran dan pencapaian Kinerja supaya tidak
terjadi hal-hal merugikan.

Pencapaian tujuan organisasi yang optimal tersebut itu terjadi jika organisasi dapat berjalan
secara efektif dan efisien, memiliki keandalan pelaporan keuangan, menjalankan pengamanan aset
negara, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Guna keberhasilan pelaksanaan SPIP di
Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok diperlukan pengenalan dan penerapan unsur-unsur SPIP,
yang terdiri dari:

Lingkungan Pengendalian (Control Environment);

Penilaian Risiko (Risk Assessment);

Kegiatan Pengendalian (Control Actlities);

Informasi dan Komunikasi (Information and Communication);
Pemantuan Pengendalian Intern (Monitoring).

Melalui penerapan kelima unsur-unsur tersebut, sebagai tindak lanjut pemecahan
permasalahnya perlu proses internalisasi SPIP dengan didukung penerapan SOP implementasi SPIP
ke depannya, sehingga dapat menjamin pengelolaan keuangan yang handal, yang meliputi: 1)
Penguatan komitmen pimpinan; 2) Pelaksanaan review sebagai bahan acuan perbaikan tahun yang
akan datang; 3) Melakukan inovasi-inovasi baru dalam penerapan teknologi informasi, dan 4)
memperhatikan rekomendasi tindak lanjut monitoring oleh APIP.

Penyelenggaraan SPIP disusun berdasarkan informasi kondisi pemahaman pejabat dan
pegawai tentang SPIP, kelemahan lingkungan pengendalian, dan kesepakatan tentang obyek prioritas
penyelenggaraan SPIP. Dalam rencana kerja memuat acuan tentang langkah-langkah kerja yang harus
dilakukan, rencana waktu pelaksanaan, dan penganggarannya.

o0 oW

Masalah dalam mewujudkan implementasi SPIP pada Balai Perikanan Budidaya Laut
Lombok secara menyeluruh adalah sebagai berikut:
a. Masih lemahnya pemahaman pentingnya penyelenggaraan SPIP
b. Masih belum terbangunnya komitmen bersama dalam penerapan SPIP;
c. Masih terbatasnya kompetensi SDM;
d. Peraturan/pedoman operasi/SOP yang belum dapat dijalankan secara maksimal.

Rencana pemecahan masalah dalam mewujudkan implementasi SPIP pada Balai Perikanan
Budidaya Laut Lombok yang akan dilakukan, antara lain:
a. Peningkatan kompetensi pegawai terkait penanganan SPIP melalui pendidikan dan pelatihan.
b. Pelaksanaan sosialisasi SOP terkait dengan pelaksanaan SPIP.
c. Peningkatan konsultasi ke APIP KKP mengenai penerapan SPIP di lingkup Balai Perikanan
Budidaya Laut Lombok .
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BAB |
KESIMPULAN DAN SARAN

4.4, Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan SPIP Balai Perikanan Budidaya Laut

Lombok sampai dengan Triwulan | Tahun 2025, antara lain:

a.

Telah dilakukan sosialisasi terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok kepada pimpinan dan seluruh pegawai.

Telah ada komitmen pimpinan untuk menerapkan SPIP lingkup BPBL Lombok dengan
melaksanakan implementasi pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan
pendekatan manajemen risiko.

Pengendalian intern rutin dan berkala lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sudah
dilaksanakan dengan cukup baik.

Laporan Penyelenggaraan SPIP lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sampai dengan
Triwulan | Tahun 2025 ini merupakan sebuah laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan
pengendalian atas kegiatan dan kebijakan dari seluruh program atau kegiatan yang telah
dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok .

45, Saran

Oleh karena masih banyaknya kekurangan dalam penerapan implementasi SPIP lingkup Balai

Perikanan Budidaya Laut Lombok , khususnya pada Triwulan | Tahun 2025, maka perlu komitmen
yang kuat dari seluruh pegawai, baik dari pimpinan sampai dengan pelaksana, dalam bentuk upaya
strategis dan konkrit untuk meningkatkan kualitas implementasi SPIP di masa yang akan datang.
Dengan begitu, tujuan implementasi SPIP lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dapat
terwujud.
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Lampiran 1. Pengendalian rutin yang dilakukan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
sampai dengan Triwulan | Tahun 2025

No Kelompok/Uraian Risiko Komentar/Catatan

A. | Organisasi

1. | Tujuan organisasi belum ditetapkan secara Tujuan organisasi SUDAH ditetapkan secara
spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan ada
ada batas waktu batas waktu. Sudah ada dokumen (Renstra, PK,

LKJ)

2. Pegawai tidak mengetahui dan memahami Pegawai SUDAH mengetahui dan memahami
tujuan organisasi tujuan organisasi (uraian tugas)

3. | Satuan kerja belum sepenuhnya memiliki Satuan kerja SUDAH sepenuhnya memiliki Standar
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang Operasional Prosedur (SOP) yang formal untuk
formal untuk keseluruhan prosedur dan keseluruhan prosedur dan keseluruhan kegiatan.
keseluruhan kegiatan

4. | SOP yang ada tidak berjalan secara optimal SOP yang ada BELUM SEPENUHNYA berjalan
atau tidak ditaati secara optimal karena SOP belum disosialisasikan.

5. | SOP ada tetapi belum berbasis risiko SOP SUDAH berbasis risiko.

6. | Ada pemisahan tugas dan fungsi tetapi tidak Ada pemisahan tugas dan fungsi tetapi masih
berjalan secara optimal atau terjadi tumpang perlu penyempurnaan.
tindih

B. Perencanaan

1. | Perencanaan/penyusunan rencana kerja dan Perencanaan/penyusunan rencana kerja dan
anggaran (RKA) belum melibatkan pihak yang | anggaran (RKA) SUDAH melibatkan pegawai yang
berkompeten (aspek t eknis pekerjaan/kinerja | berkompeten secara berjenjang.
dan aspek keuangan)

2. Perencanaan barang/aset melebihi dari Perencanaan barang/ aset SESUAI dari kebutuhan
kebutuhan yang seharusnya dan belum yang seharusnya dan SUDAH didasarkan pada
didasarkan pada asas kebutuhan asas kebutuhan (TOR RAB)

Perencanaan barang/aset belum Perencanaan barang/ aset BELUM SEPENUHNYA

mempertimbangkan risiko pada tahap mempertimbangkan risiko pada tahap

pemanfaatan pemanfaatan (terbatas anggaran dan kompetensi
SDM yang ada)

4. Perencanaan belum mempertimbangkan Perencanaan SUDAH mempertimbangkan
kapasitas satuan kerja (kuantitas dan kapasitas satuan kerja (SESUAI TOR RAB)
kompetensi SDM)

5. Perencanaan belum mempertimbangkan Perencanaan SUDAH mempertimbangkan risiko
risiko dan belum menetapkan rencana dan SUDAH menetapkan rencana pengendalian
pengendalian dalam pencapaian tujuan dalam pencapaian tujuan kebijakan dan
kebijakan dan aktlitas/kegiatan untuk aktlitas/kegiatan untuk kegiatan yang seharusnya
kegiatan yang seharusnya memerlukan memerlukan pengendalian denganpen dekatan
pengendalian dengan pendekatan manajemen | manajemen risiko
risiko

6. Kurangnya keterpaduan, konsistensi, dan Perencanaan kinerja anggaran SUDAH terpadu,
sinkronisasi antara perencanaan kinerja dan konsisten, dan sinkron (REVISI RKAKL)
anggaran

7. | Terdapat usulan kegiatan yang sama dengan MASIH Terdapat usulan kegiatan yang sama
tugas dan fungsi instansi lain, dan/atau dengan tugas dan fungsi instansi lain, dan/atau
tumpang tindih dengan tugas dan fungsi tumpang tindih dengan tugas dan fungsi instansi
instansi lain lain.

8. | Terdapat kesalahan dalamperlakuan dan MASIH terdapat kesalahan dalam perlakuan dan
pengakuan keuangan dalam penyusunan pengakuan keuangan dalam penyusunan Rencana
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kerja dan Anggaran (RKA)

C. Pelaksanaan Anggaran

1. Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti Pertanggungjawaban akuntabel (bukti lengkap
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tidak lengkap/tidak valid/tidak sesuai
ketentuan)

sesuai ketentuan) (VERIIKATOR SATKER)

2. Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak Pekerjaan dilaksanakan TIDAK mendahului
atau penetapan anggaran kontrak atau penetapan anggaran.

3. Proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai Proses pengadaan barang/ jasa SESUAI ketentuan
ketentuan (tidak menimbulkan kerugian (tidak menimbulkan kerugian negara) (DOKUMEN
negara) KONTRAK)

4. Pemecahan kontrak untuk menghindari TIDAK TERDAPAT pemecahan kontrak untuk
pelelangan menghindar lelang.

5. Pelaksanaan lelang secara proforma Pelaksanaanlelang SESUAI proforma.

6. Penyetoran penerimaan negara/daerah atau Penyetoran penerimaan negara/ daerah atau kas
kas di bendaharawan ke Kas negara/daerah di bendaharawan ke kas negara/ daerah TIDAK
melebihi batas waktu yang ditentukan melebihi batas waktu yang ditentukan.

7. Pertanggungjawaban/penyetoran uang Pertanggungjawaban/ penyetoran uang
persediaan melebihi batas waktu yang persediaan TIDAK melebihi batas waktu yang
ditentukan ditentukan.

8. | Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun
tahun anggaran belum/tidak disetor ke kas anggaran SUDAH disetorke kas Negara (Tahun
negara/daerah 2023)

9. Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti | Kepemilikan aset BELUM SEPENUHNYA didukung
yang sah bukti yang sah (khususnya aset-aset lama di luar

DIPA Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok ).

10. | Pengalihan/revisi anggaran tidak sesuai Pengalihan/ revis ianggaran SUDAH sesuai
ketentuan ketentuan.

11. | Kesalahan pembebanan anggaran dan TIDAK TERDAPAT kesalahan pembebanan
pelampauan terhadap pagu anggaran anggaran dan pelampauan terhadap pagu

anggaran.

12. | Pelaksanaan belanja di luar mekanisme Pelaksanaan belanja SESUAI mekanisme Anggaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

(APBN)

13. | Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi SUDAH ada pemisahan tugas dan fungsi
pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran.

14. | Pelaksanaan pemisahan tugas dan fungsi Pelaksanaan pemisahan tugas dan fungsi
pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran
tidak/kurang memadai SUDAH SESUAI.

15. | Penggunaan anggaran tidak tepat Penggunaan anggaran SUDAH tepat sasaran/
sasaran/tidak sesuai peruntukan tidak sesuai peruntukan.

D. | Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP)

1. Penerimaan negara atau denda Penerimaan negara atau denda keterlambatan
keterlambatan pekerjaan belum/tidak pekerjaan SUDAH ditetapkan dipungut/ diterima/
ditetapkan dipungut/diterima/disetor ke kas disetor ke kas negara
negara

2. Penggunaan langsung terhadap penerimaan Penggunaan langsung terhadap penerimaan
negara negara SESUAI dengan Keptusan Menteri

Keuangan Nomor 187/KMK.02/2007 tentang
Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal
Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (Di Luar
Sumber Daya Alam Perikanan) Di Lingkungan
Departemen Kelautan Dan Perikanan

3. Penerimaan negara diterima atau digunakan Penerimaan negara TIDAK diterima atau
oleh instansi yang tidak berhak digunakan oleh instansi yang tida kberhak

4, Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari | Pengenaan tariff pajak/ PNBP TIDAK lebih rendah
ketentuan dari ketentuan

5 Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan

pelaporan, serta penggunaan Penerimaan
negara tidak sesuai ketentuan

pelaporan, serta penggunaan Penerimaan negara
sudah SESUAI ketentuan
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E. Akuntansi dan Pelaporan

1. Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak Pencatatan SUDAH akurat (CHR ITJEN KP)
akurat

2. Proses penyusunan laporan tidak sesuai Proses penyusunan laporan SUDAH sesuai
ketentuan ketentuan.

3. Entitas terlambat menyampaikan laporan Entitas SESUAI JADWAL menyampaikan laporan

(BA REKON)

4, Pelaporan tidak/belum mengacu pada kaidah- | Pelaporan TELAH mengacu pada kaidah-kaidah
kaidah yang berlaku yang berlaku.

5. Pelaporan belum didukung SDM yang Pelaporan SUDAH didukung SDM yang memadai
memadai (MENGIKUTI PELATIHAN, WORKSHOP, DLL)

6. | Perhitungan penyusutan tidak sesuai Perhitungan penyusutan SUDAH sesuai
ketentuan ketentuan.

7. Pengelolaan BMN termasuk persediaan belum | Pengelolaan BMN termasuk persediaan SUDAH
dilakukan secara memadai dilakukan secara memadai (OPNAME BULANAN)

F. Kerugian Negara

1 Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif TIDAK TERDAPAT belanja atau pengadaan barang/

jasa yang fiktif

2. Rekanan pengadaan barang/jasa tidak Rekanan pengadaan barang/ jasa TIDAK ADA yang
menyelesaikan pekerjaan tidak menyelesaikan pekerjaan

3. Kekurangan volume pekerjaan dan/atau TIDAK TERDAPAT kekurangan volume pekerjaan
barang dan/ ataubarang

4, Kelebihan pembayaran selain kekurangan TIDAK ADA kelebihan pembayaran selain
volume pekerjaan dan/atau barang kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang.

5. | Pemahalan harga (Mark up) TIDAK ADA pemahalan harga (Mark up)

6. Penggunaan uang/barang untuk kepentingan TIDAK ADA penggunaan uang/ barang untuk
pribadi kepentingan pribadi.

7. | Pembayaran honorarium dan/atau biaya TIDAK ADA pembayaran honorarium dan/ atau
perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi biaya perjalanan dinas ganda dan/ atau melebihi
standar yang ditetapkan standar yang ditetapkan (SBM)

8. | Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak Spesifikasi barang/ jasa yang diterima SESUAI
sesuai dengan kontrak dengan kontrak (PEJABAT/ PANITIA PENERIMA

HASIL PEKERJAAN)

9. Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan Belanja SESUAI dan TIDAK melebihi ketentuan.

10. | Penjualan/pertukaran/penghapusan aset Penjualan/ pertukaran/ penghapusan aset negara
negara tidak sesuai ketentuan dan merugikan | SESUAI ketentuan dan TIDAK merugikan Negara.
Negara

11. | Penyetoran penerimaan negara dengan bukti | TIDAK TERDAPAT penyetoran penerimaan negara
fiktif dengan bukt i fiktif.

12. | Kelebihan pembayaran dalam pengadaan TIDAK ADA kelebihan pembayaran dalam
barang/jasa tetapi pekerjaan belum dilakukan | pengadaan barang/ jasa tetapi pekerjaan belum
sebagian atau seluruhnya dilakukan sebagian atau seluruhnya.

13. | Rekanan belum melaksanakan kewajiban Rekanan melaksanakan kewajiban pemeliharaan
pemeliharaan barang hasil pengadaan yang barang hasil pengadaan yang telah rusak selama
telah rusak selama masa pemeliharaan masa pemeliharaan.

14. | Aset dikuasai pihak lain TIDAK ADA aset yang dikuasai pihak lain

15. | Pembelian aset yang berstatus sengketa TIDAK ADA pembelian aset yang berstatus

sengketa.

16. | Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban TIDAK ADA pihak ketiga belum melaksanakan
untuk menyerahkan aset kepada Negara kewajiban untuk menyerahkan ase t kepada

Negara.

17. | Pencairan anggaran pada akhir tahun TIDAK ADA pencairan anggaran pada akhir tahun
anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai | anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai.

G. | Kepegawaian

1. Pegawai yang ada belum seluruhnya menaati Pegawai yang SUDAH seluruhnya menaati jam

jam kerja

kerja
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Dalam menjalankan tugas dan fungsi,
terdapat pegawai yang tidak sesuai dengan
kompetensinya

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, MASIH
terdapat pegawai yang tidak sesuai dengan
kompetensinya (DALAM PROSES PENAATAN)

Instansi belum mempunyai rencana
pengembangan pegawai

Instansi SUDAH mempunyai rencana
pengembangan pegawai (IB, TB, DIKLAT, DLL)

Terdapat pegawai yang tidak memenubhi
kewajiban dan melanggar larangan tetapi
belum dijatuhi hukuman disiplin

TIDAK terdapat pegawai yang tidak memenubhi
kewajiban dan melanggar larangan tetapi belum
dijatuhi hukuman disiplin.

Terdapat pegawai yang belum menjalankan
tugas dan fungsinya

TIDAK terdapat pegawai yang belum menjalankan
tugas dan fungsinya

Kinerja

Terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan
tugas dan fungsi instansi

Kegiatan BELUM sesuai dengan tugas dan fungsi
instansi (PERMEN KP No. PER.28/MEN/2010).
Penambahan tugas fungsi sesuai perkembangan
kebutuhan pelayanan kepada masyrakat
(pelayanan uji mutu obat ikan, pengujian residu)
belum termasuk ke dalam Tusi lama (berupa
penugasan saja) dan akan disesuaikan dengan tusi
perubahan Loka menjadi Balai.

Terdapat kegiatan belum dilaksanakan dan
melewati batas waktu yang telah ditetapkan

Kegiatan SUDAH dilaksanakan SESUAI batas waktu
yang telah ditetapkan (ROK, Dokumen Kontrak)

Terdapat kegiatan sudah dilaksanakan tetapi
tidak sesuai dengan jadwal tahapan yang
telah ditetapkan

Kegiatan sudah dilaksanakan dan SESUAI dengan
jadwal tahapan yang telah ditetapkan (ROK,
Dokumen Kontrak)

Terdapat kegiatan yang tidak dapat mencapai
target kinerja yang ditetapkan

Kegiatan mencapai target kinerja yang ditetapkan
(LAKIP, LTHT, LAPTAH)

Terdapat kegiatan, dalam pelaksanaannya
menyimpang sehingga kemungkinan
mengakibatkan tujuan tidak dapat dicapai

TIDAK terdapat kegiatan, dalam pelaksanaannya
menyimpang sehingga kemungkinan
mengakibatkan tujuan tidak dapat dicapai.
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PENGENDALIAN KAPASITAS SDM PENGELOLA KEUANGAN

1 Nama Unit Kerja : Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok

2 Nama Eselon | : Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

3 Triwulan / Tahun :1/2025
No Uraian KPA PPK PEJABAT PENGUJI/PENANDATANGAN SPM BENDAHARA PENGELUARAN BENDAHARA PENERIMAAN
(1) (2) 3) (4) ) (6) (7)
1 |Nama Lengkap Wawan Cahyono Ashuri Junaidi, S.H Seme Wigati Suryaningtyas, S.Pi Nurhasanah
2 |Nomor dan tanggal SK No. 5/MEN-KP/KU.110/2024 KEP.0557/BPBL-L/KU.611/2022 KEP.0557/BPBL-L/KU.611/2022 B.3397/BPBL-L/KU.110/XI11/2024 B.3397/BPBL-L/KU.110/X11/2024
29 Januari 2024 14 Maret 2022 14 Maret 2022 31 Desember 2024 31 Desember 2024
3 |Nomor HP 81287659834 0811380097 08113904324 087857734664 0818368225
4 |Alamat E-Mail wawan.ashuri@kkp.go.id lombok.sholah@gmail.com bankde12@gmail.com Wigati.suryaningtyas@kkp.go.id hasanahlombok@gmail.com
5 [Pendidikan terakhir S2 S1 SPP S1 SPP
6 |Sertifikasi
o engadan tra s e
b Bendahara Sertifikat Bendahara Sertifikat Bendahara Thn.1999
¢ Perbendaharaan Tahun 2023 Sertifikat BNT Thn 2023
d Standar Akuntansi Pemerintah
e Lainnya
7 |Usulan Rencana Diklat

ahyono Ashuri
NIP. 197808262002121003
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PENGENDALIAN TERHADAP PENYUSUNAN ANGGARAN

1 Nama Unit Kerja : Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok
2 Nama Eselon | : Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
3 Triwulan / Tahun :1 /2025
HASIL PENGENDALIAN OLEH
KODE/AKUN NAMA PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN KESESUAIAN DENGAN BAGIAN PENGUSUL| BAG KEU SATKER | BAG KEU UNIT ES 1
YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK
1 2 3 4 5 6 7 8 9
032.04 Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
7021 Pengelolaan Budi Daya Rumput Laut
7021.QED |Bantuan Tanaman (Base Line) BAGAN AKUN STANDAR N N N
7021.QED.001 |Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat STANDAR BIAYA MASUKAN v v v
052 Pelaksanaan STANDAR BIAYA LAINNYA v v v
A Pendukung Kegiatan BAGAN AKUN STANDAR N N N
B Biaya Variabel Kegiatan STANDAR BIAYA MASUKAN v v v
C Distribusi STANDAR BIAYA LAINNYA v v v
7021.QEG  |Bantuan Peralatan/Sarana (Base Line ) BAGAN AKUN STANDAR N N N
7021.QEG.001 |Sarana Budi Daya Rumput Laut yang disalurkan ke masyarakat STANDAR BIAYA MASUKAN v v v
051 Kebun Bibit dan Sarana Prasarana Budidaya Rumput Laut STANDAR BIAYA LAINNYA v v N
A Belanja Bahan BAGAN AKUN STANDAR v v v
B Survei, Identifikasi. Verifikasi dan Monev Kegiatan BAGAN AKUN STANDAR N N N
7023.AEF  |Sosialisasi dan Desiminasi (base Line) STANDAR BIAYA LAINNYA v v v
7023.AEF.001 [Sosialisasi/Desiminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya BAGAN AKUN STANDAR v v N
A Bimtek dan Temu Lapang STANDAR BIAYA MASUKAN v v v
STANDAR BIAYA LAINNYA v v v
7023BJC  |Penyidikan dan Pengujian Penyakit (Base Line) BAGAN AKUN STANDAR v N v
7023.BJC.U02 |Sampel Kualitas Air Ikan Air Laut Layanan UPT STANDAR BIAYA MASUKAN v v v
052 Pelaksanaan STANDAR BIAYA MASUKAN v Vv v
A Pelaksanaan Kegiatan STANDAR BIAYA MASUKAN v v v
B Kalibrasi Peralatan STANDAR BIAYA MASUKAN v v v




7023.BJC.U03 |Sampel Patologi Ikan Air Laut Layanan UPT STANDAR BIAYA LAINNYA v v Vv
052 Pelaksanaan BAGAN AKUN STANDAR N N N
A Pelaksanaan Kegiatan STANDAR BIAYA MASUKAN v v v
B Kalibrasi Peralatan STANDAR BIAYA LAINNYA v Vv v
STANDAR BIAYA MASUKAN v v v
7023.BJC.U04 |Sampel Mikrobiologi Ikan Air LautLayanan UPT BAGAN AKUN STANDAR v N N
052 Pelaksanaan BAGAN AKUN STANDAR N N N
A Pelaksanaan Kegiatan STANDAR BIAYA MASUKAN v v v

B Kalibrasi Peralatan
BAGAN AKUN STANDAR N N N
7023.BJC.UO5 [Sampel Biologi Molekuler Ikan Air Laut Layanan UPT STANDAR BIAYA MASUKAN v v v
052 Pelaksanaan STANDAR BIAYA LAINNYA v v v
A Pelaksanaan Kegiatan STANDAR BIAYA MASUKAN v v v
B Kalibrasi Peralatan STANDAR BIAYA MASUKAN N N N
7023.QEL  |Bantuan Hewan (Base Line) BAGAN AKUN STANDAR N N N
7023.QEL.U04 |Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke Masyarakat STANDAR BIAYA MASUKAN N N N
052 Pelaksanaan STANDAR BIAYA MASUKAN N N N
A Persiapan STANDAR BIAYA MASUKAN N N N
B Tahap Pemijahan STANDAR BIAYA LAINNYA v v v
o Tahap Pendederan I STANDAR BIAYA MASUKAN v v v
D Tahap Pendederan II STANDAR BIAYA MASUKAN v v v
7023.Q)C  |Penyidikan dan Pengujian (Base Line) BAGAN AKUN STANDAR N N N
7023.QJC.U02 Z?Sipel Surveilance Resistensi Antimikroba Ikan Air Laut (AMU/AMR) yang BAGAN AKUN STANDAR v N N
052 Pelaksanaan STANDAR BIAYA LAINNYA v v v
A Pelaksanaan Kegiatan STANDAR BIAYA MASUKAN v v v
7023.RAL  |Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan (Base Line) BAGAN AKUN STANDAR N N N
051 Produksi Calon Induk Ikan Laut BAGAN AKUN STANDAR N N N
A Operasional Produksi Calon Induk Fin Fish dan Non Fin Fish STANDAR BIAYA MASUKAN v v v
7024 Pengelolaan Budi Daya Air Tawar BAGAN AKUN STANDAR N N N
7024.QEG  |Bantuan Peralatan/Sarana (Base Line) BAGAN AKUN STANDAR N N N




7024.QEG.001 |Sarana Budi Daya Air Tawar yang disalurkan ke Masyarakat BAGAN AKUN STANDAR
051 Bioflok STANDAR BIAYA LAINNYA v v Vv
A Persiapan STANDAR BIAYA LAINNYA v v v
B Pelaksanaan STANDAR BIAYA LAINNYA v v v
C Identifikasi, Verifikasi,Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bansarpras STANDAR BIAYA LAINNYA N N N
032.04WA |Program Dukungan Manajemen BAGAN AKUN STANDAR v v v
2348 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya BAGAN AKUN STANDAR v v v
2348.CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komonikasi (Base Line) BAGAN AKUN STANDAR N v v
2348. CAN.001 |Perangkat Pengolah Data dan Komonikasi BAGAN AKUN STANDAR N N N
051 Pengadaan Perangkat Pengolah data dan Komunikasi STANDAR BIAYA MASUKAN N N N
A Alat Pengolah Data STANDAR BIAYA LAINNYA N v v
2348.EBA  [layanan Dukungan Manajemen Internal (Base Line) STANDAR BIAYA MASUKAN NI Ni Ni
2348.EBA.958 [Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi STANDAR BIAYA MASUKAN NI Ni Ni
051 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi STANDAR BIAYA LAINNYA N N N
A Koordinasi Kegiatan Prioritas STANDAR BIAYA LAINNYA N N v
B Kegiatan Layanan Publik STANDAR BIAYA MASUKAN v N vV
C Kegiatan Kehumasan STANDAR BIAYA LAINNYA N N N
2348.EBA.962 |Layanan Umum STANDAR BIAYA MASUKAN N N N
051 Layanan Persuratan dan Tata Usaha STANDAR BIAYA LAINNYA N N v
B PBJ STANDAR BIAYA LAINNYA N N N
C Layanan Intyernal STANDAR BIAYA MASUKAN N v Vv
052 Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah STANDAR BIAYA LAINNYA N N N
A PBJ BAGAN AKUN STANDAR Vv v v
2348.EBA.994 [Layanan Perkantoran STANDAR BIAYA MASUKAN N N v
001 Gaji dan Tunjangan STANDAR BIAYA MASUKAN N N v
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan STANDAR BIAYA MASUKAN N N v
B Tunjangan Kinerja STANDAR BIAYA MASUKAN N N v
C PPPK STANDAR BIAYA MASUKAN N v Vv
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor STANDAR BIAYA MASUKAN N N v
A Kendaraan Bermotor Lingkup Satker DJPB STANDAR BIAYA MASUKAN N N N
B Langganan Daya dan Jasa STANDAR BIAYA MASUKAN N N v
C Pemeliharaan Peralatan dan Mesin STANDAR BIAYA MASUKAN N N N
D Pemeliharaan Gedung dan Bangunan STANDAR BIAYA MASUKAN N N v
E Operasional Perkantoran STANDAR BIAYA MASUKAN N N N




Keperluan Perkantoran

STANDAR BIAYA MASUKAN

v v v

2348.EBC layanan Manajemen SDM Internal (Base Line) BAGAN AKUN STANDAR v v v
2348.EBC.001 |Layanan Manajemen SDM STANDAR BIAYA MASUKAN N v v
051 Layanan Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan Disiplin Pegawai STANDAR BIAYA MASUKAN N v v

A Kegiatan Pengembangan Pegawai STANDAR BIAYA MASUKAN N v v

B Forum Kepegawaian STANDAR BIAYA MASUKAN N v v
2348.EBD layanan Manajemen Kinerja Internal(Base Line) BAGAN AKUN STANDAR v v v
2348.EBD.952 [Layanan Perencanaan dan Penganggaran STANDAR BIAYA MASUKAN N v v
051 Layanan Perencanaan dan Anggaran STANDAR BIAYA MASUKAN N v v

A Perencanaan RKAKL STANDAR BIAYA MASUKAN N v v

B Konsultasi ke Pusat STANDAR BIAYA MASUKAN v v v
2348.EBD.953 ([Layanan Pemantauan dan Evaluasi BAGAN AKUN STANDAR v v v
051 Layanan Pemantauan dan Evaluasi STANDAR BIAYA MASUKAN N v v

A Monitoring dan Evaluasi STANDAR BIAYA MASUKAN v v v

B Pelaporan STANDAR BIAYA MASUKAN v v v
2348.EBD.955 ([Layanan Manajemen Keuangan BAGAN AKUN STANDAR v v v
051 Layanan Manajemen Keuangan STANDAR BIAYA MASUKAN N v v

A Keuangan dan Rekon STANDAR BIAYA MASUKAN N v v
2348.EBD.974 ([Layanan Penyelenggaraan Kearsipan BAGAN AKUN STANDAR v v v
051 Layanan Kearsipan Ditjen Perikanan Budi Daya BAGAN AKUN STANDAR v v v

A Manajemen Kearsipan STANDAR BIAYA MASUKAN N v v

NIP.197808262002121003
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1. Nama Unit Kerja : Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok
2.Nama Eselon I : Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
3. Tw/ Tahun :1/2025

A. Rekapitulasi

PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG / JASA

Proses Pengadaan

Tanda Tangan Kontrak

Pelaksanaan

PHO/Serah Terima

Q&@ la& ':%\3} h
@ D i \alh

BALAI PERIKANAK | =
BUDIDAYA LAY,
LOMBOK

Wawan Cahyono Ashuri
NIP. 197808262002121003 29




1 Nama Unit Kerja
2 Nama Eselon |

3 Triwulan /Tahun

Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

1/2025

PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG / JASA

No

Nama Paket Pengadaan

Jenis Belanja dan Pagu

Barang

Modal

Sosial

Metode PBJ Yang

Jadwal Tahapan Sesuai Metode (bulan)

Dire

Rencana

Realisasi

Rencana Pemecahan Masalah

Realisasi Pemecahan Masalah

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) (9)

(10)

a1

A [Nilai 50 Jt 5.d 200 Jt

-

Cleaning Service

Pengadaan Langsung

Januari

Januari

B [(diatas 200 juta)

slwln|e

Wawan cahyono Ashuri
NIP. 197808262002121003
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PENGENDALIAN RUTIN : ASPEK ORGANISASI, PERENCANAAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN KINERJA

1 Nama Unit Kerja : Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok
2 Nama Eselon I : Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
3 Triwulan / Tahun : 1/2025

Pengendalian Rutin (bulan/minggu ke-

No Kelompok / Uraian Resiko Januari Februari Maret
1l 111 v 1 1l 111 v I 1l 111 v
A [ASPEK ORGANISASI
1 |Tujuan Organisasi belum ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat di capai, realistis dan ada batas waktu - - - - - - - - - - -
2 |Pegawai tidak mengetahui dan memahami tujuan organisasi - - - - - - - - - - -
3 |Satuan kerja belum sepenuhnya memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang formal untuk keseluruhan prosedur dan keseluruhan kegiatan - - - - - - - - - - -
4 |SOP yang ada tidak berjalan optimal atau tidak ditaati atau terjadi tumpang tindih - - - - - - - - - - -
5 |SOP ada tapi belum berbasis risiko - - - - - - - - - - -
6 |Ada pemisahan tugas dan fungsi tetapi tidak berjalan optimal atau terjadi tumpang tindih - - - - - - - - - - -
B [PERENCANAAN
1 |Perencanaan/penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) belum melibatkan pihak yang berkompeten (aspek teknis pekerjaan/kinerja dan aspek keuangan) - - - - - - - - - - -
2 |Perencanaan barang/aset melebihi dari kebutuhan yang seharusnya dan belum didasarkan pada asas kebutuhan - - - - - - - - - - -
3 |Perencanaan barang/aset belum mempertimbangkan resiko pada tahap pemanfaatan - - - - - - - - - - -
4 [Perencanaan belum mempertimbangkan kapasitas satuan kerja (kuantitas dan kompetensi SDM) - - - - - - - - - - -
5 Perencanaan belum mempertimbangkan risiko dan belum menetapkan rencana pengendalian dalam pencapaian tujuan kebijakan dan aktifitas/kegiatan untuk B B B B B A A A A A A
kegiatan yang seharusnya memerlukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko
6 |Kurangnya keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan kinerja dan anggaran - - - - - - - - - - -
7 |Terdapatnya usulan kegiatan yang sama dengan tugas dan fungsi instansi lain dan atau tumpang tindih dengan tugas dan fungsi instansi lain - - - - - - - - - - -
8 [Terdapatnya kesalahan dalam perlakuan dan pengakuan keuangan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) - - - - - - - - - - -
C [PELAKSANAAN ANGGARAN
1 |Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid/tidak sesuai ketentuan) - - - - - - - - - - -
2 |Pekerjaaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran - - - - - - - - - - R
3 |Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara) - - - - - - - - - - -
4 |Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan - - - - - - - - - - R
5 |Pelaksanaan lelang secara proforma - - - - - - - - - - -
6 |Penyetoran penerimaan negara/daerah atau kas di bendaharawan ke kas negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan - - - - - - - - - - -
7 |Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan - - - - - - - - - - -
8 |[Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum/tidak disetor ke kas negara/daerah - - - - - - - - - - -
9 |Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah - - - - - - - - - - -
10 [Pengalihan/revisi anggaran tidak sesuai ketentuan - - - - - - - - - - -




11

Kesalahan pembebanan anggaran dan palampauan terhadap pagu anggaran

12

Pelaksanaan belanja di luar mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

13

Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran

14

Pelaksanaan pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran tidak/kurang memadai

Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Penerimaan negara atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan dipungut/diterima/disetor ke kas negara

Penggunaan langsung terhadap penerimaan negara

Penerimaan negara diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak

Pengenaan tarif pajak/pnbp lebih rendah dari ketentuan

vl w N k| T

Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara tidak sesuai dengan ketentuan

AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat

Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan

Entitas terlambat menyampaikan laporan

Pelaporan tidak/belum mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku

Pelaporan belum di dukung oleh SDM yang memadai

Perhitungan penyusutan tidak sesuai ketentuan

N o s Ww N = m

Pengelolaan BMN termasuk persediaan belum dilakukan secara memadai

KERUGIAN NEGARA

Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif

Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan

Kekurangan volume pekerjaan dan atau barang

Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan atau barang

Pemahalan harga (mark up)

Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi

Pembayaran honorarium dan atau biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan

Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak

O | N ||| s W N Rk [m

Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan

=
(=]

Penjualan/pertukaran/penghapusan/aset negara tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara

=
=

Penyetoran penerimaan negara dengan bukti fiktif

=
S

Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya

=
w

Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan

=
~

Aset dikuasai pihak lain

=
wu

Pembelian aset yang berstatus sengketa

=
(=)}

Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara




Pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai

KEPEGAWAIAN

Pegawai yang ada belum seluruhnya menaati jam kerja

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, terdapat pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya

Instansi belum mempunyai rencana pengembangan pegawai

Terdapat pegawai yang tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan tetapi belum dijatuhi hukuman disiplin

v w N RO

Terdapat pegawai yang belum menjalankan tugas dan fungsinya

KINERJA

Terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi instansi

Terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan dan melewati batas waktu yang telah ditetapkan

Terdapat kegiatan yang sudah dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan

Terdapat kegiatan yang tidak dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan

vl w N k| E

Terdapat kegiatan, dalam pelaksanaannya menyimpang sehingga kemungkinan mengakibatkan tujuan tidak dapat tercapai

n Cahyono Ashuri
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1 Nama Unit Kerja
2 Nama Eselon |

: Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok
: Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
3 Triwulan /Tahun  :1/2025

PENGENDALIAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA (KN)

Status Kerugian Negara

No Klasifikasi dan Uraian KN Nilai KN (Rp) Sudah Ada Penetapan Permasalahan Rencana Pemecahan Realisasi Pemecahan
Belum ada Penetapan Masalah Masalah
Tidak Ada Ganti Rugi Pengenaan Ganti Rugi Nilai
(1) (2) (3) (4) (5) (60 @) (8) (9)
A |Bendahara
1|-
2 -
Subtotal - -
B |Pegawai Negeri Bukan Bendahara
1
Subtotal

C |Pejabat Lain

Subtotal

Total

Lombok Barat, 27 Maret 2025

NIP. 19780826 200212 1 003

36



PENGENDALIAN PENYERAPAN ANGGARAN

Nama Unit Kerja : Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
Nama Unit Kerja : Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
Tw/Tahun ¢ 1/2025
Target 524,596,000 887,831,000 1,588,919,000 1,133,287,000 1,289,474,000 1,698,831,000 1,060,921,000 1,445,853,000 1,549,472,000 1,305,585,000 1,232,229,000 4,680,279,000
Realisasi 524,596,356 970,737,930 1,554,335,130
B. Progress Fisik
Target 2.9% 4.8% 8.6% 6.2% 7.0% 9.2% 5.8% 7.9% 8.4% 7.1% 6.7% 25.4%
Realisasi 2.9% 5.3% 8.4%
c. Keterangan
No Hambatan/Permasalahan Rencana Pemecahan Hambatan/Permasalahan Realisasi Pemecahan Hambatan/Permasalahan
1
2
3

NIP. 197808262002121003 37




PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)

1. Nama Unit Kerja  Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok
2. Nama Eselon | : Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
4. Triwulan /Tahun : 1/2025

A TAK BERGERAK
1 Thermohygrometer 5/ 599,000 Unit Kerja - - - - -
2 Meja Kerja Kayu 32:36 47,000 Unit Kerja - - . . -
3 Kursi Besi/Metal 1 975,000 Unit Kerja - - - - -
4 Kursi Besi/Metal 2 259,000 Unit Kerja - - . . -
5 Kursi Besi/Metal 1172 51,000 Unit Kerja - - - - -
6 Kursi Besi/Metal 12:21 21,000 Unit Kerja - - . . -
7 Kursi Besi/Metal 2223 51,000 Unit Kerja - - - - -
8 Kursi Besi/Metal 24 93,000 Unit Kerja - - . . -
9 Kursi Besi/Metal 25-26 51,000 Unit Kerja - - - - -
10 Kursi Besi/Metal 27 93,000 Unit Kerja - - . - .
1 Kursi Besi/Metal 28 51,000 Unit Kerja - - - - -
12 Kursi Besi/Metal 29) 93,000 Unit Kerja B - . . B
13 Kursi Besi/Metal 30) 51,000 Unit Kerja - - - - -
14 Kursi Besi/Metal 31 93,000 Unit Kerja - - . - .
15 Kursi Besi/Metal 3238 51,000 Unit Kerja - - - - -
16 Kursi Besi/Metal 39-72 90,000 Unit Kerja - - . . .
17 Kursi Besi/Metal 78-127 220,000 Unit Kerja - - - - -
18 Kursi Besi/Metal 128-133 300,000 Unit Kerja - - . . .
19 Kursi Besi/Metal 134-169 268,750 Unit Kerja - - - - .
20 Kursi Besi/Metal 297-301 200,000 Unit Kerja - - . . .
21 Kursi Besi/Metal 322-375] 4,800 Unit Kerja - - - - -
22 Sice 10-11 32,000 Unit Kerja - - . . .
2 Sice 12 39,760 Unit Kerja - - - - .
24 Mesin Pemotong Rumput 2-3] 4,200,000 Unit Kerja - - - - -
25 Mesin Pemotong Rumput 4 1,182,000 Unit Kerja - - - - -
26 Mesin Pemotong Rumput 5 5500000 Unit Kerja B . . . B
27 Mesin Pemotong Rumput 6 3,900,000 Unit Kerja - - - - -
28 Lemari Es 2 1,500,000 Unit Kerja - - . . .
29 Lemari Es 3 1,600,000 Unit Kerja - - - - -
30 Lemari Es 4 613,000 Unit Kerja - - . . .
31 Lemari Es 5| 986,000 Unit Kerja - - - - -
32 Lemari Es 6 822,000 Unit Kerja - - . . .
33 Lemari Es 7] 3,400,000 Unit Kerja - - - - -
34 Lemari Es 8 3,400,000 Unit Kerja - - . . .
35 Lemari Es 9 1,800,000 Unit Kerja - - - - -
36 Lemari Es 10 1,800,000 Unit Kerja - - . . .
37 Lemari Es 1 2,995,000 Unit Kerja - - - - - Pengajuan Lelang | 07 Proses Verifikasi Dokumen via web
lelanggo.id

38 Lemari Es 12 2,000,000 Unit Kerja - - . . .
39 Lemari Es 13 2,400,000 Unit Kerja - - - - -
40 ACSplit 23| 171,000 Unit Kerja - - . . .
41 ACSplit 5| 2,957,000 Unit Kerja - - - - .
42 Kipas Angin 4-16) 140,000 Unit Kerja - - - - -
43 Kipas Angin 17-18) 450,000 Unit Kerja - - - - .
a4 Kipas Angin 19-36) 360,000 Unit Kerja - - . . .
45 Kipas Angin 37-39 70,000 Unit Kerja - - - - .
46 ‘Timbangan Barang. 2-6| 74,600 Unit Kerja - - - - -
47 Lambang Garuda Pancasila 3 9,500 Unit Kerja - - - - -
a8 Lambang Garuda Pancasila 4-6) 118,750 Unit Kerja - - . . .
49 Gambar Presiden/Wakil Presiden 2 5,620 Unit Kerja - - - - .
50 Gambar Presiden/Wakil Presiden 3-9) 70,250 Unit Kerja - - . . .
51 Water Filter 1 7,961,000 Unit Kerja - - - - .
52 Dispenser 1 61,000 Unit Kerja - - . - .
53 Uninterruptible Power Supply (UPS) 2:5| 3,905,000 Unit Kerja - - - - .
54 Uninterruptible Power Supply (UPS) 9-11] 1,798,500 Unit Kerja - - . . .
55 Uninterruptible Power Supply (UPS) 1213 2,237,500 Unit Kerja - - - - -
56 Uninterruptible Power Supply (UPS) 14 1,375,000 Unit Kerja - - - - -
57 Camera Electronic 1 1,169,000 Unit Kerja - - - - .
58 Camera Electronic 23 6,000,000 Unit Kerja - - . . .
59 Camera Electronic 5-9) 3,500,000 Unit Kerja - - - - -
60 Gps Receiver 1 19,415,000 Unit Kerja - - . . .
61 Unit Tranceiver Ssb Portable 1 1,250,000 Unit Kerja - - - - .
62 Bak Fiberglass 15 935,000 Unit Kerja - - . - .
63 Thermostate 1 1,940,000 Unit Kerja - - - - -
64 Thermostate 2 287,000 Unit Kerja - - . . .
65 ‘Tangki Bahan Baku 1 274,160 Unit Kerja - - - - -
66 Alat Laboratorium Lainnya 1-40) 2,450,000 Unit Kerja . - . . .
67 Alat Laboratorium Lainnya 4146 1,500,000 Unit Kerja - - - - .
68 Alat Laboratorium Lainnya 47-48) 1,023,250| Unit Kerja - - - - -
69 Haemocytometer 1 217,000 Unit Kerja - - - - .
70 Haemocytometer 346 335,000 Unit Kerja - - . - .
71 Kompor Gas 2 885,601 Unit Kerja - - - - -
72 Current Meter 1 99,000,000 Unit Kerja - - . . .
73 Blower 7375 6,847,500 Unit Kerja - - - - .
B BERGERAK

1 Mini Bus (Nissan Terrano) 4 175,000,000 Unit Kerja - - . . - Usulan Penghapusan g:;:z:f;’,:kj? :;‘f:;:f ;,l,]‘s;:':,"z

TOTAL 584,006,240




1. Satuan Kerja

2. Kebijakan/Aktifitas/Kegiatan

Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

: Benih Ikan Air Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (7023.QEL.U04.052)

3. Pagu Anggaran : Rp. 1.617.186.000
4. Tahun Anggaran 12025
Kebiakany Aitas! Persepsi atas Resiko Retarata | Lovel/ Rz 's'ha"ap‘;:::r'":::;‘:‘""a"a Kediten Realisasi Kegiatan Pengendalian Resiko
ijal if . - . ata-rat " ;
No ljakan/ Tujuan Faktor Risiko Sebab Dampak Sifat | Sumber Rencana - - Tingkat PR - Residual
Kegiatan M.Huda | Dayat | Wira | Alumiatun Resiko i [ Jadwal (Triwulan) i [ Jadwal (Triwulan)
Uraian Uraian
K D K D Il 1] v Il 11 v
7023.QEL Benih Ikan Air Laut] komoditas budidaya | 1| L. Mortalitas Tinggi dan | Hama Penyakit lkan Kematian Benih UC  [Eksternal |Kontingensi Pendampingan melalut
4052 yang disalurkanke | laut meliputi bawal bintang, kakap SR Rendah karena hamal R N ) N N N 5| aas | as S62s 5 [koordinasi dengan Penyulun . B . 2| s
masyarakat (Komoditas | putih, abalone, ikan hias dan spat dan penyakit; [pendamping pada kelompok
Laut : 269531 ekor | tiram mutiara untuk didistribusikan [penerima bantuan
ke masyarakat (kelompok 2. Mortalitas Tinggi dan |K pakan dan Tkan UC  [Eksternal _|Kontingensi Penyampaian data penyaluran
pembudidaya ikan) sebagai upaya SR Rendah karena | Mahalnya harga pakan tidak sesuai 5 5 5 5 R 5 ) N 5 s 5 [penteneninke B B B S,
peningkatan produksi perikanan kendala pakan. [penanggungjawab kegiatan
budidaya di masyarakat bantuan pemerintah
2 [Keterlambatan Kendala produksi (kematian |Bantuan benih tidak C[intemal Preventif
Distribusi Bantuan induk, larva, dan sesuai schedule dan Pelaksaanaan distribusi
Benih karena kendala |pendederan) target 2 3 3 2 3 3 2 | 275 | 225 | easrs 6 [bantuan berdasarkan target v v v 1)
oroduksi realisasi bantuan per triwulan
3 |Kelompok Penerima  |Kurangnya kesadaran dan uc  |Eksternal Kontingensi
Koordinasi dengan penyuluh
Bantuan tidak tanggungjawab kelompok  |Tidak tersedianya oo
membuat laporan untuk membuat laporan |aporan pemanfaatan 3 3 4 4 4 3 3 35 35 1225 P PING den v v v 6 6
s - e [ menyampaikan format laporan|
esiko antuan oleh kelompof OV v WA
Kepatuhan) pemerintah penerima




Satuan Kerja : Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
Kebijakan/Aktifitas/Kegiatan : Pengelolaan Budidaya Ikan Air Tawar/Sarana Budi Daya Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat/Bioflok 12 Uni

Pagu Anggaran : Rp.2.580.000.000,-
Tahun Anggaran 12025
Persepsi Atas Risiko Level/ Respon T?rhadap Risiko / .Rencana T N . Risiko
Kebijakan/ Rata-Rata |Tingkat| PR Kegiatan Pengendalian )
No Aktivitas/ Tujuan Faktor Risiko Sebab Dampak Sifat| Sumber | Rencana |Baiq Safiah| Imron Huda Woro Risiko Jadwal (Triwulan) Jadwal (Triwulan)
Kegiatan/ Uraian Uraian
K D K D K D K D K D |=K*D| | n m [\") 1 n mij v K D

7024.QE |Perencanaan | Terpilihnya Keterlambatan |Calon kelompok | Tertundanya CPCL
G.001.05 kelompok calon ~ [proposal dari ~ [penerima belum ~|dan keterlambatan
e penerima bantuan |calon penerima |memiliki realisasi kegiatan dan
1.8.5263 bioflok yang tepat [Kelompok Komunikasi
11 sasaran sesuai  [penerima budidaya dan juga intensif dengan
dengan juknis bioflok (Resiko |belum lengkap UC |Eksternal |Preventif 2 2 3 3 2 2 2 2[ 225 | 225 | 5.06 5 [penyuluh, v v v v 4 4
Kepatuhan) persyaratan kelompok dan
administratif dinas
sesuai juknis
|Kesulitan Lokasi calon Keterlambatan
verifikasi penerimayang  [Penetapan Kelompok
kelompok calon |jauh dari BPBL  [Calon Penerima .
; Lombok d. Bant Penentuan lokasi
penerima ompok can antuan UC |Eksternal [Kontingensi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |325] 325 | 1056 | 11 |denganlebih VvV v 3| 3
(Resiko kondisi lahan, ot
Opersional)  |sumber air, dan
listrik belum
memadai
Calon Penerima |Regulasi tidak _|Probabilitas .
e i Diskusi dan
belum memiliki |mensyaratkan  [keberhasilan ,
vang e problem solving
budidaya berhak menerima |bioflok oleh UC |Eksternal [Preventif a | 4| 4| a| 3| 3| 3| 3 |3s0]350] 1225 | 12 [l Vi v|v N 3| 4
v kelompok dan
lele/nila sistem |adalah kelompok  [pokdakan pemula
bioflok (Resiko |yang sudah relatif rendah o
Kepatuhan) __|budidaya lele/nila P
Pengadaan Terpilihnya Keterlambatan | Tidak adanya SDM|Pelaksanaan Pengusulan
Barang/Jasa |penyedi ili Khusus JF PPB] di [pekerjaan Sarpras inpasing JF PBJ
barang/jasa yang [penyedia/vendo [BPBL Lombok  |KBRL B dan Koordinasi
(ompeten * (Resiko terlambat/tertunda C |Eksternal [Kontingensi 3 4 3 3 3 3 3 | 35 [300]| 338 | 1013 | 10 dengan UKPB v v v v 5 5
Kepatuhan) Pusat dan Eselon
1
Pelaksanaan Terlaksananya Keterlambatan [Keterbatasan
Pekerjaan pekerjaan sarana [pi i iaan bibit -
bioflok |pekerjaan denganvolume |pekerjaan melebihi Antisipasi stock
prasarana ! ! UC [Eksternal  [Preventif 3| 3| 3| 4| 3| 3| 3| 3 |300]325]| 975 | 10 [pibitdaninden | v | vV | V v 5| s
sarpras bioflok |sesuai kebutuhan [jangka waktu
: barang/jasa
(Resiko pelaksanaan

Kepatuhan)

Force Majeur | Kemarau panjang |Kematian benih

(Resiko sehingga (mortalitas) tinggi Mensyaratkan
Kepatuhan)  [ketersediaan air garansi benih
tidak dai i
idak memadal UC |Bksternal |Kontingensi | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3| 3 | 4 |325[ 350 | 105 | 12 [darivendor& Vv v 5| s
melakukan
bimtek terhadap
kelompok
Serah Terima _ |Terlaksananya |Kesulitan [Keterbatasan SODM
Pekerjaan serah terima pengecekan  [teknik sipil di
ll:fmﬂtuin sarpras harar:]gldan BPBL Lombok [ o DO barang dan
loflox sesual penghitungan penghitungan back up| UC |Eksternal ~|Kontingensi 3 4 | 3 [35] 3 3 3 3 [300] 338 | 105 | 11 [foto geotaging V|V v 5 6
spesifikasidan ——volume volume pekerjaan roses pekerjaan
volume konstruksi peker proses pexen
(Resiko
Operasional)
Pemanfaatan | Termanfaatkan | Produksi Hama dan Hasil produksi tidak
bantuan sarana  |budidayaikan [penyakitikan [sesuai harapan Penerapan cara
prasarana bioflok lele/nila dengan UC |Eksternal |Kontingensi 3 3 4 4 4 4 3 3 [350| 350 | 1225 | 12 |budidayaikan v v N 6 6
dengan baik dan  [sistem bioflok yang baik
berkelanjutan  |tidak optimal
dan F :
Harga Jual ikan | Kelompok rugi dan Peningkatan add
herke variatif, fluktiatif [atau tidak value dengan
(Resiko dan atau rendah  |melanjutkan UC |Eksternal |Preventif 4 4 3 3 3 3 |3 3 325| 325 | 1056 | 11 & hasil v N 5 5
Operasional i i
3 ) budidaya bioflok perikanan
|Keterbatasan Belum optimalnya Memanfaat
anggaranuntuk | | o ingan, komunikasi
pendampingan, |PCRCAmPInGan, C |Eksternal ~|Preventif 2| 2| 23| 3| 3| 3| 3 |250]|275| 75 | 8 " v v 4| 4
A monitoring dan online whats app
monitoring dan "
evaluasi ataupun zoom

evaluasi




SDM Kelompok

tidak visioner

(menjual habis Tidak tersedia bibit

Pendampingan

dan pakan untuk C |Eksternal  [Preventif 3 33| 3| 2| 2| 2|25|25]|263| 68 | 7 [danPendekatan v v
dan berharap ; )

siklus selanjutnya Persuasif
bantuan terus

menerus

‘awan Cahyono Ashuri, S.Pi., MPi




1. Satuan Kerja

2. Kebijakan/Aktifitas/Kegiatan

3. Pagu Anggaran

: Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

: Rp. 255.960.000,-

Calon Induk Unggul Ikan Laut yang di produksi 948 Unit (7023.RAL.002)

4. Tahun Anggaran 2025
Kebijakan/ Persepsi atas Resiko Tevel/ Respon terhadap Resiko/Rencana Kegiatan Resiko
Aktifitas/ Kegiatan R, Tingkat Pengendalian bl b o g Residual
o R TR R D S Denras izt Sy | [RsEemn Rusman [ Dayat _ [BaShaiah | imron sl ER Jadwal (Triwulan) T Jadwal (Triwulan)
Urai Urai
3 K| D | K][D K 3 D raian I I I raian T o |m]| v K D

T | Colon Induk Ungaul lkan [ Memproduksi komoditas Calon Mortaltas Tinggidan SR | Hama Penyakit Kematian calon uc Ehsternal  Kontingensi Pemeriksaan
2| tautyangiproduksi  finduk Ungeu ikan Laut meliputi Rendah pada saatproses  [Ikan induk kesehatan fkan
> calon induk bawal bintang, kakap produksi (Resiko 3 2 3 2 2 2 225 25 5625 6 |secaraberkala v viv] v v 3 3
4 putih. Ikan Hias, Tiram Mutiara, Abalone |Operasional)
g dan Lobster.
an lambat Galam | Kekurangan pakan 3 nternal Prevent “Pencatatan
pada saat proses produksi [ perencanaan kebutuhan |ikan saat proses penggunaan dan
(Resiko Operasional) pakan produksi etersediaan pakan
ican
2 3 2 3 2 3 275 225 | 6187 6 v viiv] v v 1 1
« Pencatatan
etersediaan
ican
Kehilangan komoditas Pencarian Berkurangnya 3 nternal Preventi Manajemen
pada saat proses produksi | komoditas jumiah komoditas 3 5| a 2 | a 3 275 4 n 1 fsistem v viiv] v v 1 1
|Resiko kepatuhan) yang dimilci pengamanan

ool )2
LONBOK. g
M

Janyan 2025

Laut Lombok,

A




Satuan Kerja

Kebijakan/Aktifitas/Kegiatan

Pagu Anggaran

Tahun

: Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
: Sarana Budidaya Rumput Laut yang disalurkan ke masyarakat/Sarpras Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) 26 Unit
: Rp.1.430.000.000,-

12025

7021.QEG.001.051.A.526311

Persepsi Atas Risiko RataRata  |level/  [PR Respon Terhadap Risiko / Rencana Kegiatan e ’ Risiko
Realisasi Kegiatan Pengendalian
Tingkat Pengendalian Residual
Kebijakan/ Aktivitas/
Tujuan Faktor Risiko Sebab, Dampak sifat Sumber  [Rencana Luluk BaiqSafiah [Sukriadi [Bangun Risiko
Kegiatan/ Uraian Jadwal (Triwulan) Uraian Jadwal (Triwulan)
Widiyanti
Perencanaan Terpilihnya kelompok calon Keterlambatan Kelompok penerima belum Tertundanya CPCL
[penerima bantan yang tepat proposl dari calon | et kelengiapan persyaraan | gap keterlambatan Komunikasi intensif
sasaran sesuai dengan juknis penerima kelompok [t eopesal | reaisasi kegiatan dan Uc  |eksternal  [Preventf 2 of o[ af af 200 | 2 400 4 |dengan penyulub, kelompok v 4| o4
penerima KBRL anggaran dan dinas
(Resiko Kepatuhan)
Kesulitan verifikasi | Lokas! calon penerima yang | Keterlambatan
kelompok calon relatifjauh dan ketebatasan |Penetapan Kelompol uc  [Bksternal  |Kontingensi [ 1 [ I T N 2[ 300 [200] 600 6 |Penentuan lokasi dengan v 3|3
penerima (Resiko |anggaran dan sdm teknis  [Calon Penerima Bantuan lebih cermat
Operasional)
Sistem budidaya Kondist perairan dan Bervariasinya sarana
rumputlautyang  [kemampuan teknis prasarana KBRL Diskusi dan problem
variatif di setiap lokasi |pembudidaya setempat sehingga berbeda biaya e [eksternal  [Preventif 2 i 2| of v v | 25| 200 [200] 400 [ 4 |solingdengan kelompok v 3| 4
longline, patok, rakit dan volume setiap lokasi dan penyuluh setempat
(Resiko
Pengadaan Barang/Jasa | terpilihnya penyedia barang/jasa yang |Keterlambatan Tidak adanya SOM Khusus JF | Pelaksanaan pekerjaan Pengusulan inpasingF PB]
kompeten pemilihan PPB) di BPBL Lombok Sarpras KBRL dan Koordinasi dengan
enyediajvendor terlambat/tertunda ¢ [Eksternal  |Kontingensi | 3 s s | s s | s | ss| seo [aoe0] 1200 [ 12 Jukes pusatdan Bselon 1 s | s
(Resiko Kepatuhan)
Pelaksanaan Pekerjaan | Terlaksananya pekerjaan sarana
[prasarana KBRL penyelesaian bibit dengan volume sesuai pekerjaan melebihi uc Eksternal Preventif 3 3 4 3 3 3 3| 300 3.00 9.00 9 | Antisipasi stock bibit dan v v 5 5
pekerjaan sarpras [ kebutuhan jangka waktu inden barang/jasa
KBRL (Resiko pelaksanaan |
Force Majeur (Resiko | Cuaca Ekstrim (Gelombang | BIbit hanyut dan sarana UG [Bksternal _|Kontingensi |3 | 4| 3| 3] 3 3[ 35 | 35 | 1225 | 12 |Diskusi dan problemsolving v 7 5| 5
Kepatuhan) tingi dan arus laut) prasarana rusak dengan kelompok dan
penyuluh setempat
Serah Terima Pekerjaan _|Terlaksananya serah terima bantuan | Kesulltn pengecekan | Paket sarpras KBRL terpasang |Kepastan volume pkeriaan | UC | Eksternal _|Kontingensi | 3 EBES R 3[ 300 | 35 | 1000 | 10 [DO barang dan foto 7 5| 6
sarpras KBRL sesuai spesifikasi dan ~[barang dan penghitungan | di aut sesuai sistem budidaya eotaging proses pekerjaan
Volume volume paket dilaut (Gongine,patok. rakio)
(Resiko
Pemanfaatan [Termanfaatkan bantuan sarana Produksi budidaya | Hama dan Penyakit Rumput | Hasil produks tidak
prasarana KBRL dengan baik dan ~ [rumputlauttidak  [Laut sepertiice-ice dll sesuai harapan uc  [Bksternal  |Kontingensi [ 3 af o] of 4] s 3[ 350 [ 35| 1225 [ 12 |Penerapan carabudidaya v v 6| 6
berkelaniotan ontimal dan rumnut laut van haik
berkelanjutan
Harga Jual Rumput Laut Kelompok rugi dan
fukiatif dan atau rendah atautidak UC  [Bksternal  |Preventit 4 sl 3] s s 400 [300] 1200 [ 12 |Mengatur polatanam dan v v s | s
melanjutkan budidaya pola panen
rumput laut
Keterbatasan anggaran untuk | Belum optimalnya C Eksternal Preventif 2 2 3 3 3 3 3[ 250 [ 3.00 7.5 8 |Memanfaat komunikasi v v 4 4
‘monitoring dan i online whats app ataupun
evaluasi monitoring dan z00m
evalua
[SOM Kelompok tidak visioner |Tidak tersedia bibituntuk| G |Eksternal _[Preventit 3 3| 3| 2| 2| 2 | 25| 300 [300] 900 | 9 |Pendampingandan 7 v [
(menjual habis dan berharap |siklus berikutnya Pendekatan Persuasif
bantuan terus menerus
Pelaporan oleh Terlaporkannya pemantaatan oleh | Kelompok Penerima | Kurangnya kesadaran dan | Tidak tersedianya Sosialisast intensif kepada
Kelompok Penerima kelompok penerima bantuan sesuai [ Bantuan tidak p laporan uc  [Bksternal  |Kontingensi [ 3 af a| af 4] s 3[ 350 [ 35| 1225 [ 12 [kelompokpenerimas v v 6| 6
juknis membuatlaporan  |untuk membuat laporan oleh kelompolc kolaborasi dengan
(Resiko bantuan penerima penyuluh setempat




Satuan Kerja : Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Kebiiakan/Aktifitas/Kegiatan : Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan vang disalurkan ke masyarakat (7021.QED.001)
Pagu Anggaran Rp.499.030.000,-

Tahun Anggaran 12025

Persepsi atas Resiko Level/ | PR Respon terhadap Resiko/Rencana Kegiatan Pengelndalian } "
. Realisasi Kegiatan Pengendalian .
Py Rata- | Tingkat & 8 Resiko
ebijakan;/ Aktifitas, . . Resiko 5
No Kegiatan Tujuan Faktor Risiko Sebab Dampak Sifat | Sumber Rencana Tuluk Baiq |Bangn" |Mang[ri rata Jadwal (Triwulan) Jadwal (Triwulan) | Residual
Widivanti |Shafiah . Uraian
Uraian
K AR DEIEE ] v o JuTwv]x]o
@ |Bibit rumput laut kultur 1 kalt hy Produksi kalt bahan indukan yang produksi terhambat c Internal [skrining indukan kandidat kultur jaringan melakukan skrining indukan berkualitas
2 [jaringan yang disalurkan alvarezi (Operasional) berkualitas rumput laut s szl s|z2]z| 2]z]es| o5 | ses | e vl v ]| v 3| s
& [kemasyarakat
g kurangnya SDM kultur jaringan produksi tidak stabil c Internal pengalokasian analis kultur jaringan rumput Pengalokasinya analis kultur jaringan rumput laut
Ef rumput laut lau s| oo s] 23]z s]z2]3m] 2 6 6 vl v ] v 2| 2
8
kematian mikropropagul ukuran produksi terhambat c Internal [pengecekan rutin media pemeliharaan Pengujian Kualitas air untuk salinitas dan pH media
il mikropropagul s s a2 2] 2|22 25| sezs | 6 [secararuin i RS K2 I [ I
2 IMemplod\lksl planlet Kappaphycus Produksi planlet terhambat kurangnya sarana prasarana produksi terhambat c Internal melengkapi sarana prasarana laboratorium Pengadaan sarana prasarana laboratorium
alvarezi (Resiko Operasional) 3 3 2 3 2] 3 2 3|25 3 675 7 v v v v 1 1
3 | Menghasilkan bibit rumput laut Kerusakan bibit (Resiko Serangan hama ikan dan epifit Rusaknya bibit, c Internal Perawatan rutin Perawatan rutin dan pembersihan rumput laut dari
Kappaphycus alvarezi Kepatuhan) pertumbuhan lambat, 3 2 3 2 32 3 2 | 3.00 2 6 6 |hama (lumut) v v v v 3 3
gagal panen
Musim, Rusaknya bibi, gagal UC | Erstornal |Penanaman ramput laut diluar cuaca ekstrim, [Varias metode Ganam rumput laut, dilakukan
panen identiikasi lokasi budidaya sepanjangmusim | 3 | 2 | 3| 2| 3] 2| 3 |2]30f 2 6 6 |edintiikasi dan penambahan lokasi budidaya vl ]y 3| s

}'ano Ashuri, S.Pi,M.Pi




1. Satuan Kerja

2. Kebijakan/Aktifitas/Kegiatan

: Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
: Sampel Kualitas Air Layanan UPT 238 Sampel (7023.BJC.U02)

3. Pagu Anggaran : Rp. 49.742.000
4.TA 12025
) . Persepsi atas Resiko Lovel Resec 'e'hadi”e?;:‘i?::“a"a Keoiaa Realisasi Kegiatan Pengendalian R
Ne Kema;:gni;gl:ms, Tujuan Faktor Risiko St Dampak SratSimie Re 2 Joko | Ekky | N |M. g | gt | PR Jadwal (Triwulan) Jadwal (Trmlan) | RES9e!
Santosa Rismunand Resiko Uraian Uraian

2344BIC.U.0
2,051

sampel Kualltas Alr
Layanan UPT

[Terujinya sampel patologi,
mikrobiologi, biologi molekuler,
kualitas air dan surveilen Resistensi
[Antimikroba (AMU/AMR)

Pengujian belum
terbayar saat sampel
sudah dikerjakan

Tidak mengimplementasikan
SOP dengan baik

terdapat
ketidaksesuaian antara
[ waktu pembayaran dan|
[waktu pengerjaan

sampel dimana sampel

[Melakukan sosialisasi
(memberikan informasi
dan menjelaskan)
mengenai SOP
pengajuan pengujian

Melakukan sosialisasi
(memberikan informasi dan

menjelaskan) mengenai SOP
pengajuan pengujian sampel

SOP pengajuan pengujian
sampel telah tertib
dijalankan oleh costomer

segera melaporkan
kepada tim
laboratorium ketika
terdapat ikan atau
udang yang terindikasi

laboratorium ketika terdapat
ikan atau udang yang terindikasi
terkena penyakit

uc | Ekstemal 2| 2| 2 2|2 2| 3| 3 |225] 225 506 5 vl v I I 1|
yang belum dibayarkan sampel
namun telah selesai
dilakukan pengujian
Hasil pengujian negalif |sampling sampel komoditas [Tidak mendapatkan Melakukan komunikast Melakukan komunikasi dan [Terdapat informasi
ikan dan udang dilakukan  [bakteri target dan memberikan memberikan himauan ataupun tentang ikan sakit atau
random , lebih banyak himauan ataupun informasi kepada rekan-rekan sampai pada kasus
sampel komoditas yang sehat informasi kepada rekan- dinas, penyuluh dan kematian ikan
daripada yang sakit rekan dinas, penyuluh pembudidaya untuk segera
(terindikasi terkena penyakit) uc Internal [dan pembudidayauntak| 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2| 3| 2 | 3 | 225 675 7 |melaporkan kepada tim v P VR i

Lombok Barat, 31 januari 2025

g
o

Pit Kepaipf

443 laut Lombok,



1. Satuan Kerja

: Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

2. Kebijakan/Aktifitas/Kegi: : Benih Ikan Air Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (7023.QEL.U04.052)
3. Pagu Anggaran : Rp. 1.617.186.000
4. Tahun Anggaran 2025
q . Respon terhadap Resiko/Rencana Kegiatan
Persepsi atas Resiko Level / P dali Resiko
Kebijakan/ Aktifitas/ . - " Rata-rata N O Residual
No q Tujuan Faktor Risiko Sebab Dampak Sifat | Sumber Rencana - . Tingkat PR n esidual
Kegiatan M Huda | Dayat | Wira | Alumiatun Resiko - [ Jadwal (Triwulan)
raian
K D K D 1l 11} v
7023.QEL.UQ | Bantuan Benih Ikan Air Laut| Memproduksi komoditas budidaya | 1 |Mortalitas Tinggi dan SR| Hama Penyakit Ikan Kematian Benih UC  |Eksternal  |Kontingensi
4052 yang disalurkan ke laut meliputi bawal bintang, kakep Rendah karena hama 3 3 5 N 5 5 5 | 228 | as 5625 & Pendampingan kegiatan Y Y Y Y N N
masyarakat (Komoditas Laut| putih, abalone, ikan hias dan spat dan penyakit budidaya
+ 269531 ekor tiram mutiara untuk
ke masyarakat (kelompok Mortalitas Tinggi dan SR|Kurangnya pakan dan Pertumbuhan tkan UC  |Eksternal  |Kontingensi Koordinasi dengan pihak lain
pembudidaya kan) sebagai upaya Rendah karena kendala |mahalnya harga pakan tidak sesuai 3 5 N 5 N N 5 N 5 5 - yang lebih kompeten di N Y Y Y 5 N
peningkatan produksi perikanan pakan daerah/pusat
budidaya di masyarakat 2 |Keterlambatan Kendala produksi (kematian _|Bantuan benih tidak T [internal Preventif
Distribusi Bantuan induk, larva, dan pendederan)|sesuai schedule dan Pelaksanaan kegiatan produksi
Benih karena kendala target 2 3 3 2 3 3 2 275 | 225 6.1875 6 esuai SO v v v v 1 1
produksi
3 \urangnya kesadaran dan UC  |Eksternal |Kontingensi
Kelompok Penerima  |tanggungjawab kelompok [ Tidak tersedianya Sosialisasi intensif kepada
Bantuan tidak membuat|untuk membuat laporan laporan pemanfaatan 3 3 4 4 4 3 3 35 | 35 1225 12 kelompok penerima dan v v v 6 6
laporan pemanfaatan |pemanfaatan bantuan oleh kelompok kolaborasi dengan penyuluh
(Resiko Kepatuhan) pemerintah penerima setempat.




Satuan Kerja

Kebijakan/Aktifitas/Kegiatan

Pagu Anggaran

Tahun Anggaran

: Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

: Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat (7021.QED.001)

: Rp.499.030.000,-

2025

No TKebijakan/ Aktifitas/ Tujuan Faktor Risiko Sebab Dampak Tsitat [samber Rencana Persepsi atas Resiko Ratarata  |Level / PR Respon terhadap Resiko/Rencana Kegiatan Pengelndalian Resiko
Kegiatan Tingkat Residual
Resike
Tuluk Baiq Bangun Mangtri esto Uraian Jadwal (Triwulan)
Widiyanti Shafiah
K Dj K] K K] K] 1 ) w K D

= [ee Tl T T 7 [Produkst bahan indukan yang | produkst terhambat T | ternal |skeining imdukan kandidat kaltar jaringan (melakukan skrining indukan berkualitas
Z |jaringan yang disalurkan alvarezi Operasional) berkualitas rumput laut 3 2 2 2 225 25 5625 v v v 3 3
& [kemasyarakat
g rangnys SOM kaltar jarimgan | produe ek stabl T | el [pengatokasian anali kultar jarmgan rampet emgalokasinys analts ultur Jarimgan ramput
g rumput laut laut 3 3 3 3 3 2 6 v v v 2| 2
g
= Kematian mikropropagul ukuran | produkst terhambat T | Wternal [pengecekan ratin media pemeliharaan [Pengujian Kualitas air antulk salinitas dan pH media
ceci mikropropagul 3 2 2 2 225 25 5625 secara rutin v v v 1|
I Kappaphycus 7 Kurangnya sarana prasarana produkst terhambat T | ternal | melengiap sarana prasarana laboratorium Pengadaan sarana prasarana laboratorium
atvarezi (Resiko Operasional) 3 2 2 2 225 3 675 v v v [ I
3| Menghasikan bibit rumput laut [Kerusakan bibit (Resiko Scrangan hama ikan dan epifit | Rusaknya bibit, C | ternal |Perawatan rutin [Perawatan rutin dan pembersinan rumput laut dari hama
Kappaphycus alvarezi Kepatuhan) pertumbuhan lambat, 3 3 3 3 3 2 6 (lumut) v v v 3| s
agal panen
Musim Rusaknya bibit, gagal UC | Eksternal | Penanaman rumput laut diluar cuaca ekstrim, Variasi metode tanam rumput laut, dilakukan edintifikast
panen Identifikasi lokasi budidaya sepanjang musim | 3 3 3 3 3 2 6 dan penambahan lokasi budidaya v v v EN E)




Satuan Kerja : Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
Kebijakan/Aktifitas/Kegiatan : Pengelolaan Budidaya lkan Air Tawar/Sarana Budi Daya lkan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat/Bioflok 12 Unit

Pagu Anggaran : Rp.2.580.000.000,-
Tahun Anggaran 12025
Persepsi Atas Risiko Level/ R Tc?rhadap Lo /, -
Kebijakan/ Rata-Rata |Tingkat| PR Rencana Kegiatan Pengendalian RIS.IKO
No Aktivitas/ Tujuan Faktor Risiko Sebab Dampak Sifat] Sumber | Rencana |Baiq Safiah] Imron Huda Woro Risiko Uraian | Jadwal (hr/mg/bln) Residual
Kegiatan/
K D K D K D K D K D =K*D 1 ] 1 v K D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10|11 |12 (13 | 14 | 15| 16 | 17 | 18 19 20 21 22 23 | 24
7024.QE [Perencanaan [Terpilihnya Keterlambata |Calon kelompok|Tertundanya CPCL
G.001.05 kelompok calon n proposal penerima dan keterlambatan
1.B.5263 penerima dari calon belum memiliki |realisasi kegiatan
11 bantuan bioflok [penerima pengalaman dan anggaran Komunikas
yang tepat kelompok budidaya dan i intensif
sasaran sesuai |penerima  |juga belum UC |Eksternal |Preventif o 2l 3l 8| 2| 2| 2 2laas|22s| sos | s [dnE |y 4| a
dengan juknis  [bioflok lengkap penyuluh,
(Resiko persyaratan kelompok
Kepatuhan) |administratif dan dinas
sesuai juknis
Kesulitan Lokasi calon Keterlambatan
verifikasi penerima yang |Penetapan
kelompok jauh dari BPBL [Kelompok Calon Penentuan
calon Lombok dan Penerima Bantuan lokasi
penerima kondisi lahan, UC |Eksternal |Kontingensi [ 3 3 3 3 3 3 4 4 |13.25] 3.25 | 10.56 [ 11 |dengan v v 3 3
(Resiko sumber air, dan lebih
Opersional) |listrik belum cermat
memadai
Calon Regulasi tidak |Probabilitas
Penerima mensyaratkan |keberhasilan Diskusi
belum kelompok yang |budidaya sistem dan
memiliki berhak bioflok oleh problem
pengalaman |menerima pokdakan pemula solving
budidaya adalah relatif rendah UC |Eksternal |Preventif 4 4 4 4 3 3 3 3 |3.50( 3.5 | 12.25 dengan v v 3 4
lele/nila kelompok yang kelompok
sistem bioflok |sudah budidaya dan
(Resiko lele/nila penyuluh
Kepatuhan) setempat
Pengadaan terpilihnya Keterlambata |Tidak adanya |Pelaksanaan Pengusula
Barang/lasa [penyedia n pemilihan  |SDM khusus JF |pekerjaan Sarpras ninpasing
barang/jasa penyedia/ven |PPBJ di BPBL  |KBRL JF PBJ dan
yang kompeten |dor (Resiko Lombok terlambat/tertund ¢ |esternal |Kontingensi | 3 4 3 3 3 3 3 35 |3.00]3.375] 1139 | 12 Koordinasi v 5 5
Kepatuhan) a dengan
UKPB
Pusat dan
Eselon 1




Pelaksanaan |Terlaksananya [Keterlambata |Keterbatasan

Pekerjaan pekerjaan n - l;?;fer;edlaan Penyelesaian Antisipasi
sarana perlzyg esaian |I|t engan  |pekerjaan stock bibit
prasarana pekerjaan - VOIUME SeSUAl | elebihijangka | UC |Eksternal |Preventif 4 3 [3.00[ 325 1056 | 11 |daninden | v
bioflok sarpras kebutuhan )

X waktu barang/jas
bioflok
i pelaksanaan a
(Resiko
Kepatuhan)
Force Majeur |Kemarau Kematian benih Mensyarat
(Resiko panjang (mortalitas) tinggi kan
Kepatuhan) |sehingga garansi
ketersediaan benih dari
air tidak UC |Eksternal |Kontingensi 4 4 13.25| 3.5 | 12.25 vendor &
memadai melakukan
bimtek
terhadap
kelompok

Serah Terima [Terlaksananya |Kesulitan Keterbatasan

Pekerjaan serah terima pengecekan SPM teknik sipil ) DO barang
bantuan sarpras|barang dan di BPBL Lombok|Kesulitan dan foto

i i i hit back
bioflok sesuai — |penghitungan PENBMILUNEAN BaCK ) |eksternal [Kontingensi 35 3 |3.00[3.375| 11.39 | 11 |geotaging
spesifikasi dan  [volume up volume proses
volume konstruksi pekerjaan X
3 pekerjaan
(Resiko
Operasional)

Pemanfaatan |Termanfaatkan |Produksi Hama dan Hasil produksi Penerapan
bantuan sarana |budidaya ikan [penyakit ikan [tidak sesuai cara
prasarana lele/nila harapan UC |Eksternal |Kontingensi 4 3 [3.50| 3.5 | 12.25 budidaya
bioflok dengan [dengan sistem ikan yang
baik dan bioflok tidak baik
berkelanjutan |optimal dan [HargaJual ikan [Kelompok rugi dan Peningkat

berkelanjutan |variatif, atau tidak an add
(Resiko fluktiatif dan melanjutkan value
Operasional) [atau rendah budidaya bioflok UC |Eksternal |Preventif 3 3 3.25( 3.25 | 10.56 | 11 [dengan
pengolaha
n hasil
perikanan
Keterbatasan Memanfaa
anggaran untuk ¢
i Bel timal
penc!ampmian, :nudzgpirl’m:nnya Komunikas
monltor}ng an |p R p gan, C |Eksternal [Preventif 3 3 1250]| 2.75 7.56 8 |[ionline
evaluasi monitoring dan
. whats app
evaluasi
ataupun
zoom
SDM Kelompok
. - pend .
:::Z':}f’[::'l°h”aet;s Tidak tersedia bibit ne;’nadr;'r’:'
) dan pakan untuk C |Eksternal [Preventif 3 2.5 250(2.625| 6.89 7 B
dan berharap N ) Pendekata
siklus selanjutnya )
bantuan terus n Persuasif
menerus




Pelaporan
oleh

Kelompok
Penerima

Terlaporkannya
pemanfaatan
oleh kelompok
penerima
bantuan sesuai
juknis

Kelompok
Penerima
Bantuan tidak
membuat
laporan
pemanfaatan
(Resiko

Kepatuhan)

Kurangnya
kesadaran dan
tanggungjawab
kelompok
untuk
membuat
laporan
pemanfaatan
bantuan
pemerintah.

Tidak tersedianya
laporan
pemanfaatan oleh
kelompok
penerima

uc

Eksternal

Kontingensi

35

35

12.25

Sosialisasi
insentif
kepada

kelompok

penerima v v v

&kolabora

si dengan

penyuluh
setempat

Rarat, 27 Maret 2025

\- il ,L?fy{bok




1. Satuan Kerja : Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

2. Kebijakan/Aktifitas/Kegiatan : Calon Induk Unggul Ikan Laut yang di produksi 948 Unit (7023.RAL.002)
3. Pagu Anggaran : Rp. 255.960.000,-
4. Tahun Anggaran 112025
Kebijakan/ Persepsi atas Resiko Level / Respon terhadap Resiko/Rencana Kegiatan Resiko
Aktifitas/ Kegiatan Dot Tingkat Pengendalian Residual
Ni Tuj Faktor Risike Sebab D: k Sifat Sumb R PR
° N axtor Histko eoa e 1 umber - [Rencana Rusman | Dayat _ |Bq Shafiah ]| imron Jizsiton Uraian [ Jadwal (Triwulan)
K 1 1 w
QoW S Calon Induk Unggul Ikan komoditas Calon Mortalitas Tinggi dan SR Hama Penyakit Kematian calon uc Eksternall Pemeriksaan
Laut yang diproduksi Induk Unggul Ikan Laut meliputi Rendah pada saat proses. Ikan induk kesehatan ikan
calon induk bawal bintang, kakap, ikan  |produksi (Resiko 3 3 2 3 2 2 2 2 2.00 3.0 6.000 6 secara berkala v v v v 3 3
kakap putih. Operasional)
ikan lambat Kurang akurat dalam Kekurangan pakan C Internal Preventif *Pencatatan
pada saat proses produksi perencanaan kebutuhan |ikan saat proses penggunaan dan
(Resiko Operasional) pakan produksi ketersediaan pakan
ikan
2 3 3 2 3 2 3 2 3.00 2.00 6.0000 6 v v v v 1 1

« Pencatatan
ketersediaan

ikan

komoditas Pencurian Berkurangnya C Internal Preventi Manajemen
pada saat proses produksi komoditas ljumlah komoditas 3 4 3 4 2 4 3 4 2.00 5 10 10 sistem v v v v 1 1
(Resiko Operasional) yang dimiliki pengamanan

Lombok Barat, 2/ Marg: 2025

fidaya Laut Lombok,



Satuan Kerja
Kebijakan/Aktifitas/Kegiatan
Pagu Anggaran

Tahun

Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
Sarana Budidaya Rumput Laut yang disalurkan ke masyarakat/Sarpras Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) 26 Unit
Rp.1.430.000.000,-

2025

Persepsi Atas Risiko Rata-Rata |Level/ PR Respon Terhadap Risiko / Rencana Kegiatan Risiko
Tingkat Pengendalian Residual
Kebijakan/ Aktivitas/ - § -
No - Tujuan Faktor Risiko Sebab Dampak sifat Sumber  [Rencana Luluk Baiq Safiah  [Sukriadi Bangun Risiko Uraian Jadwal (hr/mg/bln)
egiatan,
9 Widiyanti
K D K D [« D K o « D | kD v w v kK | o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 12 [13 4 [is s 17l 18 19 20 21 22 23 | 24
T [Perencanaan Terpilihnya kelompok calon |Ketertambatan Kelompok penerima belum Tertundanya CPCL
3
3 penerima bantuan yang tepat proposal dari calon | ™emiliki persyaratan |4, i intensif
i administratif sesuai juknis dan .
< sasaran sesuai dengan juknis penerima kelompok [\ emampuan menyusun proposal | Fealisasi kegiatan dan UC  |Eksternal Preventif 2 2 1 1| 200 2 400 4 |dengan penyuluh, kelompok [ 4| 4
b} penerima KBRL anggaran dan dinas
g Resiko Kepatuhan)
3 Kesulitan verifikasi _|Lokasi calon penerima yang | Keterlambatan
g
e kelompok calon relatif jauh dan ketebatasan  [Penetapan Kelompok uc  |Eksternal Kontingensi 1 1 2| 100 | 175|306 3 |Penentuan lokasi dengan v v 3 3
8 penerima (Resiko anggaran dan sdm teknis Calon Penerima Bantuan lebih cermat
= Operasional)
[Sistem budidaya |Kondisi perairan dan Bervariasinya sarana
rumput laut yang kemampuan teknis prasarana KBRL Diskusi dan problem
variatif di setiap lokasi |pembudidaya setempat sehingga berbeda biaya UC  |Eksternal Preventif 2 1 25 125 | 188| 352 4 |solving dengan kelompok v v 3 4
longline, patok, rakit dan volume setiap lokasi dan penyuluh setempat
(Resiko
Pengadaan Barang/Jasa __|terpilinnya penyedia barang/jasa yang | Keterlambatan Tidak adanya SDM khusus JF | Pelaksanaan pekerjaan Pengusulan inpasing | PB]
kompeten pemilihan PPB] di BPBL Lombok Sarpras KBRL dan Koordinasi dengan
penyedia/vendor terlambat/tertunda [4 Eksternal Kontingensi 3 3 35| 300 3375 11.39 11 |UKPB Pusat dan Eselon 1 v 5 5
(Resiko Kepatuhan)
Pelaksanaan Pekerjaan Terlaksananya pekerjaan sarana [Keterlambatan [Keterbatasan
prasarana KBRL penyelesaian bibit dengan volume sesuai | pekerjaan melebihi uc  |Eksternal Preventif 3 3 3| 300 | 325 1056 11 | Antisipasi stock bibit dan v v v 5 5
pekerjaan sarpras | kebutuhan jangka waktu inden barang/jasa
KBRL (Resiko pelaksanaan
Force Majeur (Resiko | Cuaca Ekstrim (Gelombang tingi| Bibit hanyut dan sarana UC |Eksternal Kontingensi 3 3 4| 325 | 35 1225 Diskusi dan problem solving v 5 5
Kepatuhan) dan arus laut) prasarana rusak dengan kelompok dan
penyuluh setempat
Serah Terima Pekerjaan | Terlaksananya serah terima bantuan _|Kesulitan pengecekan | Paket sarpras KBRL terpasang | Kepastian volume pekerjaan UC |Eksternal Kontingensi 3 35 3 3| 300 | 338 1139 11 [DO barang dan foto 5 6
sarpras KBRL sesuai spesifikasi dan  [barang dan penghitungan |di laut sesuai sistem budidaya geotaging proses pekerjaan
volume volume paket dilaut (longline, patok, rakit)
(Resiko
Pemanfaatan Termanfaatkan bantuan sarana Produksi budidaya _|Hama dan Penyakit Rumput _|Hasil produksi tidak
prasarana KBRL dengan baik dan rumput laut tidak Laut seperti ice-ice dIl sesuai harapan uc Eksternal Kontingensi 3 3 3] 350 35 12.25 Penerapan cara budidaya v v v 6 6
berkelanjutan optimal dan rumput laut yang baik
berkelanjutan
[Farga Jual Rumput Laut [Kelompok rugi dan
fluktiatif dan atau rendah atau tidak uc  |Eksternal Preventif 4 3 325 |325| 1056 11 | Mengatur pola tanam dan v v v 5 5
melanjutkan budidaya pola panen
rumput laut
[Keterbatasan anggaran untuk | Belum optimalnya C|Eksternal Preventit 2 3 3| 250 | 275 756 8 |Memanfaat komunikasi T | 4
pendampingan, monitoring dan | pendampingan, online whats app ataupun
evaluasi monitoring dan zoom
evaluasi
SDM Kelompok tidak visioner | Tidak tersedia bibit untuk C|Eksternal Preventit 3 2 25| 250 | 263 | 689 7 |Pendampingan dan v T | 4
(menjual habis dan berharap ~ [siklus berikutnya Pendekatan Persuasif
bantuan terus menerus
Pelaporan oleh Terlaporkannya pemanfaatan oleh | Kelompok Penerima _|Kurangnya kesadaran dan Tidak tersedianya Sosialisasi intensif kepada
Kelompok Penerima kelompok penerima bantuan sesuai Bantuan tidak tanggungjawab kelompok laporan pemanfaatan oleh uc Eksternal Kontingensi 3 3 3] 350 35 12.25 kelompok penerima & v v v 6 6
juknis membuat laporan untuk membuat laporan kelompok kolaborasi dengan
(Resiko bantuan penerima penyuluh setempat

BALAI PERIKANAT
BUDIDAYA LAUT|
LOMBOK

#0 Ashuri, S.Pi.,M.Pi




1. Satuan Kerja

: Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

2. Kebijakan/Aktifitas/Kegiat: : Sampel Kualitas Air Layanan UPT 238 Sampel (7023.BJC.U02)
3. Pagu Anggaran : Rp. 49.742.000
4. TA : 2025
Persepsi atas Resiko Respon terhadap Reslko/l_?encana Kegiatan '
Kebijakan/ Aktifitas/ Rata-rata Level / Pengelndalian R9§|ko
No U Kegiat Tujuan Faktor Risiko Sebab Dampak Sifat | Sumber Rencana Joko Ekky Riky M. Tingkat | PR Jadwal (Triwulan) Residual
egiatan Santosa Rismunand| Budianto Resiko Uraian

2344.8)C.U.D
2.051

Sampel Kualitas Air
Layanan UPT

Terujinya sampel patolog,
mikrobiologi, biologi molekuler,
kualitas air dan surveilen Resistensi
Antimikroba (AMU/AMR)

Pengujian belum
terbayar saat sampel
sudah dikerjakan

Tidak mengimplementasikan
SOP dengan baik

terdapat
ketidaksesuaian antara
waktu pembayaran dan
waktu pengerjaan
sampel dimana sampel

Melakukan sosialisasi
(memberikan informasi
dan menjelaskan)
mengenai SOP
pengajuan pengujian

Melakukan sosialisasi
(memberikan informasi dan
menjelaskan) mengenai SOP
pengajuan pengujian sampel
serta menjelaskan bahwa

ditentukan seperti Lombok
Timur, Lombok Tengah dan
Lombok Utara

melakukan sampling di
lingkup internal BPBL
Lombok

uc Eksternal 2 2 2 2 2 3 3 225 225 5.0625 5 v v 1 1
yang belum dibayarkan sampel Iaboratorium tidak akan
namun telah selesai mengeluarkan hasil pengujian
dilakukan pengujian jika customer belum melakukan
pembayaran
Hasil pengujian negatif_|Sulitnya mendapatkan Tidak mendapatkan Melakukan pendataan Melakukan pendataan kelompok
sampel dengan komoditas  [bakter target kelompok budidaya budidaya dengan komoditas
untuk pengujian AMR, di dengan komoditas yang vang dibudidayakan, serta
wilayah yang sudah uc | Eksternal |dibudidayakan, serta 3| 2] 3 3| 2| 3| 2| 3|2 675 7 |melakukan sampling dilingkup vilv] |

internal BPBL Lombok

hok Barat, 27 Maret 2025



1. Satuan Kerja
2. Kebijakan/Aktifitas/Kegiatan
3. Pagu Anggaran

PEMANTAUAN

: Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
: Benih lkan Air Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (7023.QEL.U04.052)
: Rp. 1.617.186.000

4. Tahun Anggaran 12025
Sisa Risiko Setelah
. . . Risiko Awal Rencana Pengendalian L ) 1sa Ristko e'e 2 ) i
No Uraian Risiko Sumber Risiko Realisasi Pengendalian Pengendalian Hambatan Uraian Perbaikan
K D Uraian Waktu D PR
Belum ada informasi
Mortalitas Tinggi dan Pendampingan melalui koordinasi terkait kendala
1 |SR Rendah, karena Eksternal 2.25 2.5 Pendampingan kegiatan budidaya TW I dengan Penyuluh pendamping pada 3 6 penyakit dari -
hama & penyakit kelompok penerima bantuan penyuluh
pendamping
Mengutamakan jenis
Bel d benih bant
Mortalitas Tinggi dan - X . Penyampaian data penyaluran bantuan eium aca program fam antuan yang
Koordinasi dengan pihak lain yang N . . bantuan pakan untuk [bisa memanfaatkan
2 |SR Rendah, karena Eksternal 3 2 i R TWI benih ke penanggungjawab kegiatan 2 6 R . )
lebih kompeten di daerah/pusat N kelompok penerima |pakan alami seperti
kendala pakan bantuan pemerintah A X
bantuan kakap putih dan tiram
mutiara
Belum ada hambatan,
Keterlambatan o realisasi bantuan
o X i X Pelaksaanaan distribusi bantuan
3 Distribusi Bantuan Internal 275 2.25 Pelaksanaan kegiatan produksi sesuai Wi berdasarkan target realisasi bantuan 3 5 pada TW |, sebanyak
Benih, karena : ) SOP er triwulan B 51.000 ekor dari
kendala produksi P target sebanyak
41.000 ekor
Belum ada laporan
Kelompok Penerima MONEV yang masuk
Bantuan tidak Sosialisasi intensif kepada kelompok Koordinasi dengan penyuluh karena kegiatan
4 |membuat laporan Eksternal 3.5 35 penerima dan kolaborasi dengan TW I pendamping dengan menyampaikan 3 budidaya belum -
pemanfaatan (Resiko penyuluh setempat. format laporan MONEV via WA mencapai satu siklus
Kepatuhan) produksi dari waktu
emberian bantuan

/

PEHTIERixiHy, /

\ g

Lombor« Barat, 27 Maret 2025

wi Cahyono Ashuri, S.Pi,, M.Pi




Satuan Kerja

PEMANTAUAN

: Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Kebijakan/Aktifitas/Kegiatan : Pengelolaan Budidaya Ikan Air Tawar/Sarana Budi Daya lkan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat/Bioflok 12 Unit

Pagu Anggaran : Rp.2.580.000.000, -
Tahun Anggaran : 2025
Sisa Risiko Setelah
. - Sumber Risiko Awal Rencana Pengendalian Realisasi ; . .
No | Uraian Risiko . 2 . Pengendalian Hambatan Uraian Pebaikan
Risiko Pengendalian
K D PR Uraian Waktu D PR
1 Keterlambatan Eksternal
proposal dari calon Komunikasi intensif
penerima kelompok 2,25 2,25 5 dengan penyuluh, TW.1-TW.4
penerima bioflok kelompok dan dinas
(Resiko Kepatuhan)
2 Kesulitan verifikasi Eksternal
kelom.pok calorl 3,25 3,25 1 Per?entuan lokasi dengan TWA -TW.S
penerima (Resiko lebih cermat
Opersional)
3 Calon Penerima Eksternal
belumlmemllll)kld‘d Diskusi dan problem
penga-am;jm udidaya 3,5 3,5 11 solving dengan kelompok | TW.1-TW.6
lele/nila sistem dan penyuluh setempat
bioflok (Resiko peny P
Kepatuhan)
4 Keterlambatan Eksternal Pengusulan inpasing JF
pemilihan PBJ dan Koordinasi R
penyedia/vendor 3.00 3.38 10 dengan UKPB Pusat dan Tw.1-Tw.7
(Resiko Kepatuhan) Eselon 1
5 Keterlambatan Eksternal
penyelesaian . s
pekerjaan sarpras 3.00 3,25 10 ﬁ:g;liaasrl:nm;i:blt dan TW.1-TW.8
bioflok (Resiko &/)
Kepatuhan)
6 Force Majeur (Resiko Eksternal Mensyaratkan garansi
Kepatuhan) 3,25 35 1 benih dari ve.ndor & TW.A-TW.9
melakukan bimtek
terhadap kelompok
7 Kesulitan pengecekan Eksternal
barang dan DO barang dan foto
penghitungan volume 3.00 3,38 11 geotaging proses TW.1-TW.10
konstruksi (Resiko pekerjaan
Operasional)
8 Produksi budidaya Eksternal Penerapan cara budidaya
ikan lele/nila dengan ikan yang baik TW.1-Tw.11
sistem bioflok tidak
optimal dan Peningkatan add value
berkelanjutan (Resiko dengan pengolahan hasil TW.1-TW.12
Operasional) perikanan
3.00 3.00 9
Memanfaat komunikasi
online whats app ataupun| TW.1-TW.13
zoom
Pendampingan dan
Pendekatan Persuasif TW.1-TW.14




Kelompok Penerima
Bantuan tidak
membuat laporan
pemanfaatan (Resiko
Kepatuhan)

Eksternal

3,5

3,5

12

Sosialisasi insentif
kepada kelompok
penerima &kolaborasi
dengan penyuluh
setempat

TW.1-TW.15




Satuan Kerja

Kebijakan/Aktifitas/Kegiatan

PEMANTAUAN

: Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
: Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat (7021.QED.001)

Pagu Anggaran : Rp.499.030.000,-
Tahun Anggaran 12025
o ) Sisa Risiko Setelah
No | Uraian Risiko S;{Jir;zzr Risiko Awal Rencana Pengendalian Realisasi Pengendalian Pengendalian Hambatan Uraian Pebaikan
K D PR Uraian Waktu K D PR
1 |Produksi kalus terhambat Internal melakukan skrining TW1  [koleksi indukan rumput adanya Penambahan bahan
(Resiko Operasional) indukan berkualitas laut kandidat kultur kontaminasi pada |anti kontaminasi ,
jaringan media tanam optimasi dosis ZPT
225 25 6 "melihara jenis-jenis 2 2,5 S pada media tanam
indukan berkualitas dari
beberapa lokasi"
Pengalokasinya TW1  |teralokasinya analis - -
3 5 6 analis kultur kultur jaringan rumput 3 5 6
jaringan rumput laut laut
Pengujian Kualitas TW1  |Tercatatnya data kualitas - -
air untuk salinitas air untuk salinitas dan
2,25 2,5 6 . . 2,25 2,5 6
dan pH media secara pH secara rutin
rutin
2 |Produksi planlet terhambat Internal Penambahan sarana TW1  |Tersedianya sarana - -
(Resiko Operasional) 2,25 3 7 |prasarana prasarana laboratorium 2,25 3 7
laboratorium
3 |Kerusakan bibit (Resiko Internal Perawatan rutindan| TWI1 |Pengontrolan bibit Adanya hama ikan |Pengontrolan dan
Kepatuhan) pembersihan rumput laut secara rutin pemakan rumput  |pembersihan lumut
rumput laut dari dan pembersihan dari laut (anak ikan secatra rutin
3 2 ¢ |hama (lumut) lumut/epifit 3 2 6 |baronang) dan
penyu serta lumut
yang menempel
pada thallus
Variasi metode TW1  |Penyesuain metode perubahan musim |Penyesuaian musim
tanam rumput laut, tanam dan jenis rumput yang tanam dan jenis
3 ) 6 dilakukan laut yang berbeda pada 3 ) 3 mempengaruhi rumput laut di
identifikasi dan beberapa lokasi masa tanam beberapa lokasi
penambahan lokasi rumput laut
budidaya




1. Satuan Kerja

PEMANTAUAN

2. Kebijakan/Aktifitas/Kegiatan

3. Pagu Anggaran
4. Tahun Anggaran

: Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

: Calon Induk Unggul Ikan Laut yang di produksi 948 Unit (7023.RAL.002)
: Rp. 255.960.000,-

No

Uraian
Risiko

Sumber Risiko

1 '2025
. Rencana
Risiko Awal . Realisasi
Pengendalian .
Pengendalian
K D PR | Uraian | Waktu

Sisa Risiko
Setelah
Pengendalia

Hambatan

Uraian
Perbaikan

Mortalitas tinggi dan SR Pemeriksaan hanya
rendah pada saat proses dilakukan apabila calon
pmdUk_S' (Risiko Pemeriksaan Pemeriksaan kesehatan induk ikan yang

1 Operasional) Eksternal 2.25 25 6 kesehatan ikan TWI calin apabila menunjukkan 2 3 6 |dipelihara

secara berkala gejala penyakit menunjukkan gejala
serangan penyakit (kit
pemeriksaan terbatas)
Pertumbuhan ikan lambat Pencatatan rutin ]
pada saat proses produksi pada kartu Pencatatan rutin pada kartu
2 (Resiko Operasional) Internal 275 2.25 6 persediaan dan TWI persedla.an dan kartu 3 2 6
. produksi
kartu produksi
Pembuatan Jadwal piket
Kehilangan komoditas Manajemen i P N
) ) satuan pengamanan baik
3 pada saat proses (Resiko| Internal 2.75 4 sistem TWI . N 2 5
N untuk penjagaan di darat
operasional) pengamanan di Lot
i lay

ahyono Ashuri, S.Pi., M.Pi



PEMANTAUAN
: Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

: Sampel Kualitas Air Layanan UPT 238 Sampel (7023.BJC.U02)

1. Satuan Kerja
2. Kebijakan/Aktifitas/Kegiatan

3. Pagu Anggaran : Rp. 49.742.000
4. TA : 2025
Sumber Risiko Awal Rencana Pengendalian Sl il Se.telah
No | Uraian Risiko Risik Realisasi Pengendalian Pengendalian Hambatan Uraian Pebaikan
181ko K [ D | PR Uraian Waktu K | D | PR

memberikan himbauan
ataupun informasi kepada
rekanOrekan dinas, penuluh
dan pembudidaya untuk
segeramelaporkan kepada
Tim laboratorium ketika
terdapat ikan atau udang
yang trindikasi terkena
penyakit

memberikan himbauan ataupun
informasi kepada rekan-rekan
dinas, penuluh dan pembudidaya
untuk segeramelaporkan kepada
Tim laboratorium ketika terdapat
ikan atau udang yang trindikasi
terkena penyakit

rekan2 Dinas serta
penyuluh sudah
bekerjasama dengan
baik, namun
terkadang ciri
penyebab kematian
tidak sama dengan
hasil yang
didapatkan

1 |Pengujian belum terbayar Eksternal 2,25 2,25 5 Melakukan sosialisasi TWI-TWIV  |Melakukan sosialisasi mengenai 2 2 4 Masih ada saja Melakukan
saat sampel sudah dikerjakan (memberikan informasi dan SOP pengajuan pengujian sampel, customer yang tidak |penahanan hasil uji
menjelaskan) mengenai SOP serta menahan laporan hasil uji mengikuti SOP sampai customer
pengajuan pengujian sampel jika customer belum melakukan dikarenakan sulitnya|selesai melakukan
pembayaran prosedur pengajuan |pembayaran
pembayaran dari
2 |Hasil pengujian negatif Internal 3 2,25 7 Melakukan komunikasi dan |TWI-TWIV  |Melakukan komunikasi dan 2,75 2 6 pembudidayadan  |memberikan saran

kepada rekan-rekan
dinas dan penyuluh
agar lebih intensif
dalam mendampingi
para pembudidaya




PEMANTAUAN
Satuan Kerja : Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
Kebijakan/Aktifitas/Kegiatan : Sarana Budidaya Rumput Laut yang disalurkan ke masyarakat/Sarpras Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) 26 Unit
Pagu Anggaran : Rp.1.430.000.000,-
Tahun Anggaran : 2025

Sisa Risiko Setelah Pengendalian

Risiko Awal Rencana Pengendalian
No Uraian Risiko Sumber Risiko Realisasi Pengendalian Hambatan Uraian Pebaikan
K D PR Uraian Waktu K D PR
1 |Keterlambatan proposal dari calon penerima Eksternal Komunikasi intensif dengan penyuluh, kelompok
/kelompok penerima KBRL (Risiko 2 2 4 dan dinas TW.A - TW.4
Kepatuhan)
2 [Kesulitan verifikasi kelompok Calon Penerima Eksternal Penentuan lokasi dengan Iebih cermat
3 2 6 TW.1-TW.4

(Resiko Operasional

3 |Sistem budidaya ramput laut yang variatif di Diskusi dan problem solving dengan kelompok

seyiap lokasi : longline, patok, rakit (Resiko 2 2 4 dan penyuluh setempat TWA-TWA

Kepatuhan)
4 |Keterlambatan pemilihan penyedia/vendor Eksternal Pengusulan Inpasing JF PB] dan koordinasi

(Resiko Kepatuhan) 3 4 12 dengan UKPB Pusat dan Eselon | TW.1-TW.4
5 |Keterlambatan penyelesaian pekerjaan Eksternal [Antisipasi stock bibit dan inden barang/jasa

sarpras KBRL (Resiko Kepatuhan) 3 3 9 TW.1-TW.4
6 |Force Majeur (Resiko Kepatuhan) Eksternal 35 35 B Diskusi dan problem solving dengan kelompok WA TWA

dan penvuluh setempat

7 |Kesulitan pengecekan barang dan penghitungan Eksternal

volume paket dilaut (Resiko

3 35 1 DO barang dan fotot geotaging proses pekerjaan TW.-TW.4

8 |Produksi budidaya budidaya rumput laut Eksternal 3 3 9 Penerapan cara budidaya rumput laut yang baik

tidak optimal dan berkelanjutan TW.A-TW.A

Mengatur pola tanam dan pola panen

TW.-TW.4
Memanfaatkan komunikasi online whats app
ataupun zoom TW.1-TW.4
Pendampingan dan Pendekatan Persuasit
TW.-TW.4
9 |Kelompok Penerima Bantuan tidak membuat Eksternal Sosialisasi intensif kepada kelompok penerima
Laporan pemanfaatan (Risiko Kepatuahan) 35 35 12 dan kolaborasi dengan penyuluh setempat TW.-TW.A

Wawan Cahyono Ashuri, $.Pi., M.Pi



